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Hj Dian Furqani Tenrilawa (B11112918) Tinjauan Yuridis Kewenangan 
Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Menurut Peraturan 
Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015,  dibimbing oleh Prof. Dr. Djafar  
Saidi, S.H, M.H selaku pembimbing I dan Ruslan Hambali, S.H, M.H selaku 
pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Menteri 
Keuangan dalam mengeluarkan peraturan penghapusan sanksi 
administrasi , kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghapuskan 
dan mengurangkan Sanksi Administrasi Berupa Bunga  serta latar belakang 
dari terbitnya peraturan tersebut dari segi perundang-undangan dan segi 
sosiologis.  
 Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementrian Keuangan Republik 
Indonesia dan Kantor Pajak Pusat Kementrian Keuangan Republik 
Indonesia. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Menteri 
Keuangan dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang 
mengatur tentang penghapusan sanksi administrasi bunga tagihan yang 
terbit berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU KUP adalah kewenangan yang 
diberikan oleh Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (6) UU 
KUP dan Pasal 35 ayat (6)  Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 
yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut dalam hal ini penghapusan 
sanksi administrasi bunga tagihan diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan. Adapun pelaksanaan dari Pasal tersebut ialah PMK nomor 29 
tahun 2015 dengan di dukung oleh (Surat Edaran) SE untuk menjadi 
pedoman pelaksanaan kerja bagi Kantor Wilayah di masing-masing 
provinsi. Adapun kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk 
menghapuskan atau mengurangkan sanksi administrasi berupa bunga 
tagihan merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang 
Pasal 36 ayat (1) UU KUP  kepada Jabatan tertentu dalam hal ini diberikan 
kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP). Kebijakan penghapusan sanksi ini 
dilatarbelakangi oleh program  DJP yang telah mencanangkan tahun 2015 
sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP). Dengan program tersebut, 
DJP dibawahi oleh Menteri Keuangan memfokuskan untuk meningkatkan 
penerimaan negara, memperbaiki administrasi perpajakan dan 






HJ Dian Furqani Tenrilawa (B11112918) Juridical Review Authority 
Administrative Sanctions in the form of Removal of flowers according 
to the regulation of the Minister of Finance No. 29/PMK. 03/2015, 
mentored by Prof. Dr. Djafar Saidi, S. H., M. H as a supervisor I and Ruslan 
Hambali, S.H., M.H. as supervisor II. 
This research aims to know the authority of the Minister of finance in 
issuing regulations removal of administrative sanctions, the Directorate 
General of Tax Authority in eliminating and reducing the Administrative 
Sanction in the form of Interest and the background of the publication of the 
regulation in terms of legislation and sociological standpoint. 
This research was carried out at the offices of the Ministry of 
Finance of the Republic of Indonesia and the central tax Office Ministry of 
Finance of the Republic of Indonesia. 
The results showed that the authority of the Minister of finance in 
issuing a regulation of the Minister of Finance (PMK) which set about the 
removal of administrative penalties interest Bill which was published under 
article 7  (1) of the ACT is the COUP authority given by law contained in 
article 36 (6) of the ACT and article 35 (6) Government Regulation Number 
74 in 2011 that mention that further provisions in this case removal of 
administrative sanctions Bill flowers arranged in a regulation of the Minister 
of finance. As for the implementation of such article is FMD number 29 by 
2015 with supported by (Circulars) SE to be a work for the implementation 
of the guidelines on regional offices in each province. As for the authority of 
the Director General of Taxes to eliminate or reduce the administrative 
sanction in the form of interest Bill is an authority given by law Article 36 
paragraph (1) of the ACT to a particular Position in a COUP it is given to the 
Director General of tax (NOOBS UNITED). The policy of removal of 
sanctions is effected by NOOBS UNITED who have articulated the year 
2015 as the year the construction of the Taxpayer (TPWP). With the 
program, administered by the Minister of finance focus to increase the 
acceptance of the State administration of taxation, improve and refine 
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  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara yang 
menganut paham kedaulatan rakyat. Konsekuensi atas paham kedaulatan 
rakyat adalah kekuasaan penguasa bersumber pada kehendak rakyat. 
Hukum yang berlaku berasal dari aspirasi atau kehendak rakyat dan 
mengikat penguasa karena dikehendaki dan sesuai peri kehidupan rakyat. 
Hal ini disebabkan karena negara pada hakikatnya merupakan produk 
perjanjian diantara rakyat sehingga setiap hukum akan mengikat sepanjang 
disetujui secara bersama oleh rakyat dengan presiden (pemerintah) . 
Indonesia sebagai negara hukum, bercirikan negara kesejahteraan modern 
yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat 
Indonesia. Dalam negara kesejahteraan modern, tugas pemerintah dalam 
menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas dan 
kadangkala melanggar hak-hak wajib pajak dalam melakukan pemungutan 
pajak. Hal ini dapat terhindarkan apabila pemerintah menghayati dan 
menaati hukum pajak yang berlaku.1 
Keperluan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat 
dilakukan oleh negara kepada warganya (wajib pajak) harus berdasarkan 
                                                          




pada hukum (undang-undang) yang berlaku sehingga negara tidak 
dikategorikan sebagai negara kekuasaan.2 
Negara Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kewajiban  
untuk meninggikan kesejahteraan umum. Dengan melalui perumusan 
peraturan perundang-undangan yang melahirkan kebijakan demi 
berjalannya pembangunan nasional yang merata di setiap daerah.  
Usaha untuk peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah 
melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melaksanakan terobosan guna 
mengoptimalkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang 
dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk melakukan 
reformasi dibidang perpajakan ialah perubahan dari official assessment 
System menjadi self assessment System. 
 Self assessment System, wajib pajak diberi kepercayaan untuk 
menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri 
kewajiban pajaknya, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini 
diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan 
mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem ini menaruh kepercayaan penuh 
kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban 
perpajakannya. Hal tersebut meletakkan tanggung jawab yang lebih besar 
kepada wajib pajak untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan 
sebaik-baiknya. Tidak hanya itu, kepercayaan dan tanggung jawab penuh 
juga diberikan kepada Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mengelolah 




dengan baik hasil pajak yang dilaporkan langsung oleh wajib pajak agar 
diharapkan kesukarelaan wajib pajak untuk membayar pajak terus 
meningkat dengan terealisasinya pembangunan yang merata di setiap 
daerah. Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan pengertian kepada 
masyarakat tentang betapa pentingnya kesadaran dan pemahaman 
mengenai pajak bagi kelangsungan pembangunan nasional dan 
pembiayaan negara. 
Dalam perumusan perundang-undangan pajak, ada kekhawatiran 
oleh pemerintah mengenai kelalaian wajib pajak yang tidak menjalankan 
atau tidak menerapkan undang-undang secara maksimal. Oleh karena itu 
untuk menjaga eksistensi undang-undang pajak, pemerintah menerapkan 
sanksi untuk mengarahkan dan membina masyarakat untuk membayar 
kewajiban perpajakannya secara rutin. Dalam sistem perundang-undangan 
dikenal 3 macam sanksi, yaitu sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi 
administrasi. Dan dalam perpajakan Indonesia mengenal dua macam 
sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. 
Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak 
melaksanakan kewajibannya membayarkan pajak. Kewajiban membayar 
pajak ini telah diatur dalam  Pasal 4 ayat (1) Undang Undang tentang 
Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menjelaskan bahwa 
wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan 
benar, lengkap dan jelas. Proses kewajiban wajib pajak membayar pajak, 
ada beberapa pelanggaran yang atau ketidakpatuhan wajib pajak dalam hal 
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pelaksanaan kewajiban membayar pajak. Tercatat 29 pelanggaran 
dilakukan oleh wajib pajak, diantaranya3 : 
1. Tidak mendaftarkan diri menjadi wajib pajak 
2. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan 
3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi tidak lengkap 
4. Melampirkan keterangan tidak benar dalam Surat pemberitahuan 
Penerapan sanksi administrasi yang pada awalnya diharapkan menjadi 
jaminan agar  wajib pajak rutin membayar pajaknya dianggap tidak mampu 
menaikkan jumlah penerimaan negara.   
  Sanksi administrasi di sini dimaksudkan agar wajib pajak mau 
mematuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, pemerintah mengharapkan 
dengan sanksi administrasi ini wajib pajak menjadi alat pencegah agar wajib 
pajak tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran pajak dan lebih patuh 
dalam hal pemenuhan kewajiban membayar pajak dibanding harus 
membayar sanksi administrasi . 
Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat dan fungsi dari pajak 
maka tentu masyarakat sadar akan pajak dan tidak akan lagi dijumpai wajib 
pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi 
dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan 
sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya 
                                                          
3 http://business-law.binus.ac.id/ diakses pada tanggal 19 Agustus 2015 
Pukul 18:22 WITA 
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dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga 
menyebabkan timbulnya tunggakan pajak.  
Namun sanksi administrasi sendiri tidak cukup ampuh untuk 
mengajak wajib pajak patuh dalam kewajiban membayar pajaknya. Sanksi 
administrasi tidak lagi di perdulikan dan utang pajak dibiarkan bertumpuk 
setiap bulannya tanpa ada keinginan untuk menyelesaikan. Fenomena-
fenomena yang dianggap menjadi salah satu faktor kurangnya partisipasi 
wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dikarenakan   
ketidakmengertian masyarakat mengenai pajak kian menjamur yang 
mengakibatkan wajib pajak malas ataupun enggan membayar pajak, sesuai 
dengan penelitian di Chile, Amerika latin oleh Jaime V. Caro, “Way I don’t 
pay my tax” dalam “How to influeceThe taxpayer’s Tax Conciusness for 
improving His Behavior” menunjukkan delapan sebab mengapa seseorang 
tidak mau membayar pajak antara lain :4 
1. Karena saya tidak menerima manfaat 
2. Karena tetangga saya juga tidak membayar pajak 
3. Karena jumlah pajaknya terlalu besar 
4. Karena mereka mencuri uang saya 
5. Karena saya tidak tahu bagaimana melaksanakannya 
6. Karena saya telah mencoba tapi saya tidak mampu 
7. Karena jika mereka mengkal saya, maka saya tidak akan 
menyelesaikannya 
                                                          
4 Safri Numantu, 2005, Pengantar Perpajakan, Jakarta: Jakarta Granit, hlm 155 
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8. Walaupun saya tidak bayar, tidak akan terjadi apa-apa 
 Bercermin dari fenomena tersebut, Direktorat Jenderal Pajak 
mengeluarkan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 yang 
telah dicanangkan di tahun 2015 lalu dengan motto Reach The 
unreachable, Touch The Untouchable . Tepat tanggal 13 februari 2015 
dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 yang 
mengatur mengenai Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga berdasarkan 
Pasal 19 Ayat (1) Undang Undang Ketetapan Umum dan Tata cara 
Perpajakan (KUP) . Pemerintah dalam mengadakan kebijakan 
Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga pada tahun 2015 
dilatarbelakangi oleh berbagai hal keadaan dan faktor-faktor, salah satunya 
adalah dari penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi jilid I pada 
tahun 2008 yang bisa dikatakan cukup efektif untuk meningkatkan 
pendapatan negara. 
 Program Direktorat Jenderal Pajak dengan Tahun Pembinaan Wajib 
Pajak (TPWP), tahun 2016 adalah tahun penegakan hukum, tahun 2017 
adalah tahun penguatan kelembagaan/rekonsiliasi, tahun 2018 adalah 
tahun sinergi instansi pemerintah, lembaga,asosiasi dan pihak lain serta 
tahun 2019 adalah tahun kemandirian APBN. Efek kebijakan dari tahun 
2015 diharap mampu mengajak wajib pajak agar dapat melaksanakan 
kewajiban-kewajiban perpajakan baik yang tahun-tahun lampau maupun 
tahun berjalan sekarang. Melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui 
mengenai kewenangan Menteri Keuangan dalam mengeluarkan kebijakan 
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penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga dan kewenangan Direktur 
Jenderal Pajak dalam menghapuskan sanksi administrasi, juga latar 
belakang dan maksud tujuan dari dikeluarkannya kebijakan ini oleh 
Direktorat Jenderal Pajak melalui Menteri keuangan.  Maka dari itu penulis 
memilih kantor Kementrian Keuangan Republik Indonesia dan Kantor Pusat 
Direktorat Jenderal Pajak  yang berada di Jakarta sebagai lokasi penelitian 
untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dasar hukum dikeluarkannya 
kebijakan penghapusan sanksi administrasi juga pelimpahan kewenangan 
yang diberikan kepada Menteri Keuangan, Direktur Jendral Pajak dan 
pihak-pihak terkait dalam mengeluarkan peraturan penghapusan sanksi 
administrasi Berupa Bunga yang berdasar pada Pasal 19 ayat (1) Undang 
Undang ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan.  
Penghapusan sanksi adminsitrasi bunga terkait berdasarkan Pasal 
19 Ayat (1) Undang Undang  KUP memberikan kesempatan seluas-luasnya 
dan mendorong wajib pajak untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan 
Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), menyampaikan Surat Pemberitahuan 
(SPT), membetulkan SPT serta melakukan pembayaran pajak. Direktorat 
Jenderal Pajak akan menghapus sanksi administrasi Berupa Bunga atas 
keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. Dan dengan dikeluarkan 
peraturan tersebut, diharapkan apa yang diinginkan Direktorat Jenderal 
Pajak dapat tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan dan kepentingan 
rakyat. Serta wajib pajak lebih memahami bagaimana pelaksanaan atau 
tata cara dalam mengajukan penghapusan sanksi bunga administrasi 
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berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang Undang Ketetapan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan . 
Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 telah berlaku 
pada tahun 2015 kemarin. Maka dari itu penulis melakukan Penelitian di 
kantor Kementrian Keuangan Republik Indonesia dan Kantor Direktorat 
Jenderal Pajak Pusat untuk mengetahui kewenangan dan dasar 
pertimbangan dari Menteri Keuangan yang mengeluarkan kebijakan 
Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga ini. Selain itu, penulis juga 
ingin mengidentifikasi dampak – dampak yang diperoleh oleh negara dan 
wajib pajak akibat dari kebijakan kebijakan tersebut. Selain itu, penulis juga 
akan melampirkan data jumlah wajib pajak yang menggunakan fasilitas 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Berupa Bunga  sesuai 
kewenangan Direktur Jenderal Pajak pada Pasal 36 Undang Undang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk 
mengangkat ke dalam penelitian berjudul :“Tinjauan Yuridis Kewenangan 
Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Pajak menurut Peraturan 
Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 ” 
B. Rumusan Masalah   
 Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang 
akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana kewenangan Menteri Keuangan dalam mengeluarkan 
kebijakan penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga sesuai 
Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.03/2015  
2. Bagaimana Latar belakang dari dibuatnya kebijakan penghapusan 
sanksi administrasi Berupa Bunga sesuai Peraturan Menteri 
Keuangan No.29/PMK.03/2015. 
C.Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini yakni : 
1. Untuk mengetahui kewenangan yang digunakan oleh Menteri 
Keuangan dalam mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri 
Keuangan No.29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi 
Adminsitrasi Berupa Bunga Pajak 
2. Untuk mengetahui latar belakang dan pertimbangan dari 
dikeluarkannya kebijakan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 
dengan melihat undang undang yang menjadi dasar dikeluarkannya 
kebijakan tersebut.  
3. Untuk mengetahui dampak-dampak yang di diperoleh bagi Negara 
dan wajib pajak pemohon dari Peraturan Menteri Keuangan 
No.29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Adminsitrasi 
Berupa Bunga Pajak. 
D. Kegunaan Penelitian  
Berdasarkan latar belakang perumusan masalah, penelitian ini diharapkan 
dapat memberi manfaat kepada : 
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1. Pemerintah agar menjadi masukan dan referensi dalam rangka 
meningkatkan efektivitas perpajakan dalam kebijakannya 
2. Peneliti selanjutnya, agar dapat dijadikan sebagai bahan kajian 
penelitian selanjutnya mengenai perpajakan 
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah 
kesadaran dan kepatuhan bagi para pihak terutama WP (Wajib 
pajak) untuk tetap rutin membayar kewajibannya. 
4. Bagi peneliti, merupakan tambahan pengetahuan mengenai 







1. Pengertian Pajak 
Pada hakekatnya pengertian pajak berbeda – beda tergantung dari 
sudut pandang mana kita memandang masalah pajak ini, namun subtansi 
dan tujuan dari pajak itu sama , ahli Feldman berpendapat bahwa5 :  
“belasting zijn aan Ed overhead, volgens algemene door haar 
vastgestelde normen, verschuldigde afdwingbare praestaties 
waar geen tegen-prestatie tegenstaat, en ultsluitend dienende 
totdekking van publieke ultgaven  (Pajak adalah prestasi yang 
terutang pada penguasa dan di paksakan secara sepihak 
menurut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu 
sendiri, tanpa ada jasa balik semata-mata guna menutup 
pengeluaran-pengeluaran umum)”. 
 
Dalam buku Pengantar Hukum Pajak oleh Bohari, ia mengutip 
pengertian pajak yang dikemukakan oleh Dr. Soeparman Soemahamidjaya 
dalam disertasinya yang berjudul: “Pajak berdasarkan asas gotong royong:, 
memberikan defensi mengenai pajak, bahwa:6 
“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang 
dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum 
guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa 
kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. 
 
Dengan mencantumkan istilah iuran wajib, diharapkan terpenuhinya 
ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama wajib pajak, 
sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah paksaan. Bilamana suatu 
                                                          
5 Ibid,  hlm 27 
6 Bohari, 2004, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 24 
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kewajiban harus dilaksanakan berdasarkan Undang Undang menunjukkan 
cara pelaksanaannya yang lain, hal ini tidak mengenai pajak saja. Beliau 
mengatakan, berkelebihanlah kiranya, kalau kasus mengenai pajak 
ditekankan pentingnya paksaan itu, seakan-akan tidak ada kesadaran 
masyarakat untuk melakukan kewajibannya. Beliau selanjutnya 
menekankan bahwa cukup dikatakan saja bahwa pajak adalah “iuran 
wajib”. memberikan defensi sebagai berikut :7 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan 
Undang Undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat 
ditinjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan”. 
Dalam buku yang ditulis oleh Dwikora Harjo berjudul Perpajakan 
Indonesia (2013:4), MJH. Smeets (1951) yang disadur oleh Diaz Priantara 
(2012:2) menyatakan bahwa :8 
“ Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang 
melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, 
tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam 
hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah”. 
 
Guritno Mangkoesoebroto, mengatakan bahwa : 9 
“Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak 
prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada 
Undang Undang, pemungutannya dapat dipisahkan 
kepada subyek untuk mana tidak ada balas jasa yang 
langsung dapat ditunjukkan penggunaannya”. 
                                                          
7 Ibid,  hlm  25 
8 Dwikora Harjo, 2012, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm 4 
9 Guritno Mangkoesoebroto, 1999, Ekonomi Publik,Yogyakarta: BPFE, hlm 181 
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Pengertian Pajak menurut Pasal 1 Undang Undang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan: 10 
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang Undang dengan mendapat 
timbal balik secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat”.    
 
Safri Sumantu, mengemukakan beberapa unsur pokok dalam 
perpajakan yakni sebagai berikut :11 
1. Iuran atau pungutan dilihat dari segi arah arus dana pajak, jika 
arah datangnya pajak berasal dari wajib pajak, maka pajak disebut 
sebagai iuran. Sedangkan arah datangnya kegiatan untuk 
mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak 
sebagai pungutan. 
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang Undang salah satu 
karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya 
harus berdasarkan Undang Undang. Hal ini disebabkan karena 
pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh 
rakyat banyak, sehingga dalam perumusan rakyat harus ikut serta 
menentukan dan menyetujui, melalui wakil-wakilnya di parlemen 
atau Dewan Perwakilan Rakyat. 
3. Pajak dapat dipaksakan fiskus mendapat wewenang dari Undang 
Undang untuk memaksa wajib pajak supaya mematuhi 
                                                          




melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kekuasaan tersebut 
dapat dilihat dengan adanya ketentuan sanksi-sanksi administratif 
maupun sanksi pidana fiskal dalam Undang Undang Perpajakan, 
khususnya dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 
Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Fiskus juga 
mendapatkan wewenang dari undang undang untuk mengadakan 
tindakan memaksa Wajib pajak dalam bentuk penyitaan harta, 
baik harta tetap maupun harta bergerak.  
4. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi secara 
langsung ciri khas utama dari pajak adalah Wajib pajak yang 
membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbal 
balik atau kontra prestasi terhadap pemerintah . 
5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah pajak itu 
dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah 
dalam menjalankan pemerintah.  
2. Fungsi Pajak  
Pengertian fungsi dalam fungsi  pajak adalah pengertian fungsi 
sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, 
manfaat pokok pajak12. Sebagai alat untuk menentukan politik 
perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam 
meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin 
menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya.  
                                                          
12 Devano dan Rahayu, 2006, Perpajakan.Konsep, Teori, dan Isu, Jakarta: Kencana, hlm 25 
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Menurut Nasution  pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan 
negara dan masyarakat, yaitu :13 
1. Fungsi penerimaan (budgertair) 
Fungsi penerimaan ini disebut sebagai fungsi utama pajak karena 
fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Dalam fungsi 
ini pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara 
optimal ke kas negara berdasarkan Undang Undang yang digunakan 
untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontrasepsi 
secara langsung. 
2. Fungsi mengatur (Regulered) 
Fungsi mengatur disebutkan karena dalam pemungutan pajak 
pemerintah juga berusaha untuk ikut andil dalam  hal mengatur  jika 
ada perubahan susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor 
swasta. Fungsi mengatur ini disebut pula fungsi tambahan atas 
fungsi utama pajak, yaitu fungsi penerimaan. 
3. Fungsi Distribusi 
 
Manfaat dari pajak yang diterima negara, tidak hanya dinikmati oleh 
salah satu masyarakat saja, melainkan seluruh masyarakat tanpa 
terkecuali. Manfaat yang diperoleh ada beberapa macam, misalnya 
fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesehatan, keamanan 
dan lainnya. 
 
                                                          
13 Nasution, Lukman Hakim, 2008, Pajak Pertambahan Nilai, Jakarta: Grasindo, hlm 23 
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4. Fungsi Demokrasi 
Pajak merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi di suatu 
negara. Dilihat dari proses pembayaran yang dilakukan oleh rakyat 
sesuai peraturan perUndang Undangan yang berlaku, di buat oleh 
rakyat yang mewakilinya di parlemen (DPR), dan digunakan untuk 
kepentingan seluruh rakyat sesuai pada Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 
3 .Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo sebagai 
berikut :14 
1. Official Assesment System 
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi 
wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan 
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak 
Ciri-cirinya : 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang ada pada diskus 
b. Wajib pajak bersifat pasif. 
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan 
pajak oleh diskus. 
2. Self Assessment System 
Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada Wajib pajak untuk menentukan sendiri 
besarnya pajak yang terutang. 
Ciri-cirinya: 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak 
terutang ada pada Wajib pajak sendiri 
b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang 
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi 
 
3. With Holding System 
Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan 
Wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan 
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak. 
                                                          




Wewenang menetukan besarnya pajak yang terutang ada 
pada pihak ketiga (pemberi kerja bendaharawan 
pemerintah) 
 
4.Asas Pemungutan Pajak15  
1. Teori Asuransi  
Negara mempunyai tugas untuk melindungi kepentingan 
warganya, baik keselamatan jiwa maupun harta bendanya. 
Untuk mnjalankan tugas perlindungan tersebut, negara 
memerlukan biaya. Oleh karena itu, pajak dianggap sebagai 
pembayaran premi warga kepada negara.  
2. Teori Kepentingan 
Dasar pemungutan adalah adanya kepentingan dari masing-
masing warga negara, termasuk kepentingan dalam 
perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat 
kebutuhan perlindungan, semakin tinggi pula pajak yang 
harus dibayarkan. 
3. Teori Gaya Pikul 
Negara berkewajiban melindungi segenap warganya. 
Sebaliknya, beban biaya untuk melaksanakan tugas tersebut 
dipikul oleh segenap warga. Gaya pikul menegaskan 
pentingnya asas keadilan, yaitu beban dipikul disesuaikan 
dengan kekuatannya masing-masing. 
                                                          
15 Liberti Pandiangan, 2008, Moderenisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan, Jakarta: PT.Alex 
Media Komputinndo KOMPAS GRAMEDIA, hlm 12 
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4. Teori Kebijakan Mutlak 
 Teori ini mementingkan kepentingan Negara. Hal tersebut 
disebabkan negara bersifat organis dan penjelmaan dari 
sekumpulan individu. Hanya dalam negaralah individu 
menemukan realisasinya sehingga kewajiban individu 
terhadap negara merupakan suatu keniscayaan, termasuk 
pajak yang menjadi kewajiban mutlak warga kepada negara.   
B. Macam-macam Sanksi di Indonesia 
Di Indonesia, secara umum dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi 
hukum, yaitu:16  
1. Sanksi Hukum Pidana  
Dalam Hukum Pidana, saksi hukum disebut hukuman. Menurut 
R.susilo, hukuman adalah suatu perasaan yang sengsara karena 
dijatuhkan vonis oleh hakim akibat melanggar Undang Undang hukum 
pidana. 
Hukuman pidana yang dikasudkan diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang 
Undang Hukum Pidana (KUHAP), yaitu : 
1. Hukuman Pokok, yang terbagi menjadi : 
a. Hukuman mati 
b. Hukuman penjara 
c. Hukuman kurungan 
                                                          
16 http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum. Diakses pada 
Jumat, 25 maret  pukul 19.47 WITA 
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d. Hukuman denda 
2. Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi : 
a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu 
b. Perampasan barang yang tertentu 
c. Pengumuman keputusan hakim 
2.Sanksi Hukum perdata 
Dalam Hukum Perdata,putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa : 
1. Putusan Condemnatior, yakni putusan yang amarnya menciptakan 
suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat 
menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-
mata. Contoh : putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai 
pemilik yang sah atas tanah sengketa 
2. Putusan declaratior, yakni putusan yang amarnya menciptakan 
suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat 
menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-
mata. Contoh : putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai 
pemilik yang sah atas tanah sengketa 
3. Putusan constitutif, yakni putusan yang menghilangkan suatu 
keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Contoh : 






3. Sanksi Administrasi 
Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran 
administrasi atau Ketentuan Undang Undang yang bersifat Administrasi. 
Pada umumnya sanksi administrasi berupa : 
1. Bunga : Sanksi administrasi yang timbul akibat tidak atau kurang 
bayar pajak. Dasar hukumnya yaitu Pasal 14 ayat (3) dan 19 ayat (1) 
Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
2. Denda : Sanksi Administrasi yang timbul akibat tidak menyampaikan 
Surat Pemberitahuan di waktu yang ditentukan. Dasar hukumnya 
yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan. 
3. Kenaikan : Sanksi Administrasi yang timbul akibat tidak membayar 
lunas pajak terutang. Dasar hukumnya yaitu Pasal 15 ayat (2) 
Undang Undang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
C. Tinjauan Sanksi Administrasi 
1. Dasar Hukum Sanksi  Administrasi  
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum 
dan Tatacara Perpajakan secara umum mengatur mengenai landasan dari 
lahirnya Sanksi Administrasi 
 Muhammad Djafar Saidi, mengatakan bahwa Pasal-Pasal dalam 
Undang Undang Ketetuan dan Tata Cara Perpajakan yang menjadi dasar 
Sanksi Administrasi, antara lain : 17 
                                                          
17 Muhammad Djafar Saidi, Op.cit hlm 305 
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a. Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan yakni sanksi administrasi Berupa Bunga yang dikenakan 
terhadap jumlah kekurangan pajak penghasilan, pajak pertambahan 
nilai, dan penjualan atas barang mewah yang terutang dalam surat 
ketetapan pajak kurang bayar, karena beradasarkan hasil 
pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang kurang 
dibayar 
b. Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan yaitu pengenaan sanksi administrasi Berupa Bunga 2% 
(dua persen) apabila pajak penghasilan dan/atau pajak pertambahan 
nilai dan pajak Penjualan atas barang mewah yang masih harus 
dibayar menurut surat ketetapan pajak kurang bayar, surat 
ketetapan pajak kurang bayar tembahan pada saat jatuh tempo 
pembayaran tidak atau kurang bayar 
c. Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Pepajakan yaitu mengenai wajib pajak untuk pajak penghasilan atau 
pengusaha kena pajak yang diperbolehkan mengangsur atau 
penunda pembayaran pajak penghasilan atau pajak pertambahan 
nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dikenakan sanksi 
administrasi Berupa Bunga 2% (dua persen) sebulan  dan bagian 
dari bulan dihitung penuh satu bulan 
d. Pasal 19 ayat (3) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan atas kekurangan pembayaran pajak penghasilan atau 
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pajak pertambahan nilai  dan pajak penjualan atas barang mewah 
yang terutang dikenakan sanksi administrasi. 
e. Pasal 13 ayat (5) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan yakni pengenaan sanksi administrasi Berupa Bunga 
sebesar 48% (empat puluh delapan persen)dari jumlah pajak 
penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas 
barang mewah 
f. Pasal 14 ayat (3) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan diperuntukkan bagi jumlah kekurangan pajak yang 
terutang dikenakan sanksi administrasi berupa  bunga sebesar 2% 
(dua persen) sebulan.  
g. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan berupa denda kepada wajib pajak penghasilan maupun 
pengusaha kena pajak karena tidak menyampaikan surat 
pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan, termasuk 
jangka waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan 
h. Pasal 13 ayat (3) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan memuat sanksi administrasi berupa kenaikan kepada 
wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah pajak penghasilan, 
pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah 
yang terutang dalam surat ketetapan pajak   
i. Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) 
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dikarenakan pajak yang terutang, baik pajak penghasilan maupun 
pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah 
dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan 
2. Pengertian Sanksi Administrasi 
Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan 
kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan 
atau undang undang tidak dilanggar. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, 
maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.   
Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat 
hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas 
ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma 
administrasi negara, yaitu kekuasaan (machmiddelen), bersifat hukum 
publik (publiekrechtelijke) , digunakan oleh pemerintah (overhead), sebagai 
reaksi atas ketidakpatuhan (reactive op net-naleving).18  
Definisi sanksi pajak menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut: 19 
“Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan 
peraturan perundangundangan perpajakan (norma 
perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan 
kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) 
agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”   
 
Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman 
positif kepada wajib pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban 
perpajakannya  sehingga dengan diberikannya sanksi, wajib pajak akan 
                                                          
18 Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 235 
19 Mardiasmo, 2008, Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta:Andi, hlm 57 
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merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya 
sehingga untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di masa pajak yang 
akan datang juga bisa lebih baik lagi.  
 Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka 
wajib pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak  
kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban 
perpajakannya, sehingga wajib pajak pun akan lebih memilih patuh dalam 
hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung 
sanksi yang diberikan. Hal serupa juga dikemukakan oleh M.Zain bahwa :20 
”Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, 
apabila dengan rasa takut dan ancamam hukuman (sanksi 
dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban 
perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat 
pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan 
pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang 
dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada 
kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya.” 
 
  Sanksi Administrasi adalah instrumen hukum berupa sanksi 
administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pajak yang bertugas 
mengelolah pajak pusat atau pajak daerah terhadap wajib pajak yang tidak 
memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Undang 
Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi administrasi 
sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar menaati ketentuan-
                                                          
20 M.Zain, 2007, Manajemen Perpajakn, Jakarta: Salemba empat, hlm 25 
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ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban dibidang 
perpajakan. 21 
Sanksi administrasi diperuntukkan bagi wajib pajak yang melakukan 
pelanggaran hukum pajak yang bersifat administratif. Sanksi administrasi 
tidak tertuju kepada fisik wajib pajak melainkan hanya berupa penambahan 
jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus 
dibayar oleh wajib pajak. Sanksi administrasi  terhitung pada saat 
dikenakan pada wajib pajak dengan jangka waktu tertentu penambahan 
jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus 
dibayar oleh wajib pajak. Sanksi administrasi  terhitung pada saat 
dikenakan pada wajib pajak dengan jangka waktu tertentu. 
Sanksi administrasi bukan merupakan bagian dari utang pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak  yang harus dibayar pada 
suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun 
pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang undangan perpajakan yang 
berlaku. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar ditambah 
sanksi administrasi Berupa Bunga, denda atau surat sejenisnya 




                                                          
21 Muhammad Djafar Saidi, Op.cit hlm  87 
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3. Macam-Macam Sanksi Administrasi 
Muhamad Djafar Saidi, menuliskan bahwa ada beberapa macam 
sanksi administrasi pajak, antara lain :22 
1. Sanksi administrasi Berupa Bunga, yang merupakan salah satu jenis 
sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak tatkala 
melakukan pelanggaran hukum pajak yang terkait dengan pelaksanaan 
kewajiban. Kewajiban yang di maksudkan di sini adalah terkait 
pembayaran lunas pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 
Menurut Undang Undang ketentuan umum perpajakan, sanksi 
administrasi ini di kenakan terhadap jumlah kekurangan pajak 
penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang 
mewah yang terutang.   
Lebih lanjut beliau jelaskan bahwa sanksi administrasi Berupa Bunga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Undang Undang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diperuntukkan bagi jumlah 
kekurangan pajak yang terutang dikenakan sanksi administrasi Berupa 
Bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan. Sanksi administrasi Berupa 
Bunga tersebut untuk jangka waktu paling lama dua puluh empat bulan, 
terhitung sejak saat terutang pajak atau bagian tahun pajak atau tahun 
pajak sampai dengan diterbitkan surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak 
yang diterbitkan, memuat jumlah kekurangan pajak yang terutang 




ditambah dengan sanksi administrasi Berupa Bunga sebesar dua persen 
sebulan dan wajib dibayar lunas dalam jangka waktu yang ditentukan.  
Dikenakan sanksi administrasi Berupa Bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh 
tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya 
surat tagihan pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan 
berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang  Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan. Pengenaan sanksi administrasi Berupa Bunga 
dua persen ini, apabila Pajak penghasilan dan/atau Pajak pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang masih harus dibayar 
menurut surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan pada saat jatuh 
tempo pembayaran tidak atau kurang bayar. Begitu pula tambahan 
jumlah Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah yang masih harus dibayar berdasarkan 
surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan 
banding atau putusan peninjauan kembali pada saat jatuh tempo 
pembayaran tidak atau kurang bayar.  
2. Sanksi Administrasi Berupa Denda 
Sanksi administrasi berupa denda diterapkan pada pajak 
penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang 
mewah, dan pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik 
nama kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 
perkotaan, serta bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan.  
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Sanksi administrasi berupa denda dikenakan kepada wajib pajak 
penghasilan maupun pengusaha kena pajak diatur dalam Pasal 7 ayat 
(1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi 
administrasi Berupa Denda dikenakan karena tidak menyampaikan surat 
pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan. 
3. Pengenaan Sanksi  Administrasi Berupa Kenaikan 
Pengenaan sanksi administrasi Berupa Kenaikan hanya tertuju 
kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah pajak terutang . 
pada hakikatnya, sanksi administrasi berupa kenaikan bertujuan agar 
wajib pajak tidak berupaya untuk melakukan penghindaran pembayaran 
pajak karena dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.  
Sanksi administrasi Berupa Kenaikan sebesar seratus persen 
dikenakan terhadap jumlah pajak yang terutang, baik pajak penghasilan 
maupun pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang 
mewah dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan 
berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan.  
D. Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga 
1. Landasan Yuridis Penghapusan sanksi Administrasi Berupa Bunga 
Dikenakan sanksi administrasi Berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai 
dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya surat tagihan 
pajak dan bagian dari dari bulan dihitung penuh satu bulan.  
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Adapun dasar hukum dari dikeluarkannya penghapusan sanksi 
administrasi Berupa Bunga ialah Pasal 19 ayat (1) Undang Undang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa : 
“ Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat 
Ketetapan Pajak Kuerang Bayar Tambahan, serta Surat 
Keputusan  pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan 
Banding atau Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah 
pajak yang masih harus harus bayar bertambah, pada jatuh 
tempo penulasan tidak atau kurang bayar, atas jumlah pajak 
yang tidak atau kurang bayar itu dikenai sanksi administrasi 
Berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk 
seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai 
dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat 
Tagihan pajak, dan  bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) 
bulan” 
 
Terkait dengan itu, (Muhammad Djafar Saidi:2011) mengemukakan 
selanjutnya Pasal 19 ayat (2) diperbolehkan wajib pajak mengangsur atau 
menunda pembayaran pajak khususnya pajak penghasilan atau pajak 
pertambahan nilai  dan pajak penjualan atas barang mewah. Pasal 19 (2) 
Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
menjelaskan bahwa : 
“ Dalam hal Wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau 
menunda Pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi 
berups bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah  
pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung 
penuh penuh 1 (satu ) bulan.”  
 
Pasal 19 ayat (3) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan juga menjelaskan bahwa wajib pajak diperbolehkan  menunda 
penyampaian Surat Pemberitahuan Pajaknya bahwa : 
“ Dalam hal Wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian 
Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata perhitungan 
sementara pajak  yang terutang sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya 
terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai 
bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan yang dihitung dari 
saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal 
dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari 
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.” 
 
Adapun beberapa Pasal lainnya dalam Undang Undang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur mengenai penghapusan 
sanksi administrasi Berupa Bunga yaitu : 
NO DASAR HUKUM KETERANGAN 
1 Pasal 8 ayat (2) Undang 
Undang KUP 
Pembetulan sendiri SPT yang 
mengakibatkan utang pajak menjadi 
lebih besar 
2 Pasal 13 ayat (2) Undang 
Undang KUP 
Berdasarkan pemeriksaan atau 
keterangan lain pajak yang terutang 
tidak atau kurang dibayar 
3 Pasal 14 ayat (3) Undang 
Undang KUP 
a. Pajak penghasilan dalam tahun 
berjalan tidak atau Kurang 
bayar 
b. Dari hasil penelitian surat 
pemberitahuan terdapat 
kekurangan pembayaran pajak 
sebagai akibat salah tulis dan 
atau salah hitung 
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4 Pasal 13 ayat (5) Undang 
Undang KUP 
Wajib pajak dipidana karena 
melakukan tindak pidana perpajakn 
setelah lewat waktu 10 tahun 
5 Pasal 15 ayat (4) Undang 
Undang KUP 
Wajib pajak dipidana karena 
melakukan tindak pidana perpajakan 
setelah lewat waktu 10 tahun. 
*Pasal Terkait Yang Mengatur Sanksi Administrasi Berupa Bunga Dalam Undang-Undang 
Ketetuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  
 
Terkait Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dalam 
pelaksanaannya Direktorat Jenderal Pajak melalui Menteri keuangan 
mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang penghapusan sanksi 
administrasi bunga yang terbit berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang 
Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  
Untuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2015 terbatas 
hanya pada Pasal 19 Ayat (1)  Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan dengan ketentuan dan persyaratan yang disederhanakan 
dan mudah dipahami dengan membuat point-point penting yang harus 
diperhatikan sebagai berikut : 
1. Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga adalah 
penghapusan atas sisa Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan 
Pajak yang belum dibayar oleh Wajib pajak 
2. Wajib pajak yang melunasi Utang Pajak sebelum tanggal 1 Januari 
2016 diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dan utang pajak 
yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015 
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3. Untuk dapat memperoleh penghapusan sanksi Adminitrasi 
sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan 
No.29/PMK.03/2015, Wajib pajak harus menyampaikan Surat 
Permohonan kepada Dirjen Pajak.23 
Menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri keuangan 
No.29/PMK.03/2015 menjelaskan bahwa jika wajib pajak pemohon ingin 
mendapatkan penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga sesuai 
kebijakan direktorat Jenderal pajak, maka adapun syarat yang harus 
dipenuhi, yaitu : 
a. Utang Pajak telah dilunasi oleh Wajib pajak 
b. Terdapat sisa Sanksi Adminsitrasi dalam Surat Tagihan Pajak 
yang belum dibayar oleh wajib pajak” 
Menurut Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 
Tahun 2015, Permohonan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dapat 
diajukan paling banyak dua kali dengan ketentuan dan persyaratan sesuai 
dengan permohonan pertama. 
Di ayat dari Pasal yang sama juga menjelaskan bahwa wajib pajak 
mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga 
yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 
                                                          
23 pajak/artikel%20pajak%20iiiii.html diakses pada tanggal 27 November 
2015 Pukul 15.37 WITA 
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paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal 
Pajak atas permohonan pertama yang dikirim. 
2. Pengertian Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga 
Penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga adalah sebuah 
kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dengan melalui Peraturan Menteri 
Keuangan No.29/PMK.03/2015. Menurut peraturan tersebut sanksi yang di 
hapuskan adalah sanksi bunga yang terbit sebelum 1 Januari 2015 yang 
diselesaikan sebelum tanggal 1 Januari 2016.  
Sanksi yang dihapuskan menurut Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 29 tahun 2015 adalah sanksi administrasi Berupa Bunga sebesar 
2% (dua persen) perbulan yang terbit karena utang pajak tidak atau kurang 
bayar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang Undang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
Menurut Pasal 1 ayat (4)  Peraturan Menteri Keuangan 
No.29/PMK.03/2015 menjelaskan pengertian mengenai penghapusan 
sanksi administrasi Berupa Bunga adalah penghapusan atas sisa saksi 
administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib 
pajak.   
Dalam terpenuhinya penghapusan sanksi pajak, ada utang pajak yang 
harus dibayar terlebih dahulu. Utang pajak menurut Pasal 1 ayat (2) 
Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.03/2015  adalah jumlah pajak 
yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan yang 
tercantum dalam Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKKB), Surat Ketetapan 
34 
 
Kurang Bayar Tambahan (SKKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKP), 
Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan 
Kembali yang meyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar 
bertambah.  
Dalam penghapusan sanksi administrasi berupa bunga ini, wajib pajak 
pemohon diberi kesempatan sebanyak dua kali untuk menyampaikan 
permohonan penghapusan pajak sesuai dengan syarat-syarat yang telah 
ditentukan.  
Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri keuangan No.29/PMK.03/2015 
Tahun 2015 dijelaskan bahwa untuk wajib pajak pemohon yang ingin 
menghapuskan sanksi administrasinya, harus menggunakan satu Surat 
Tagihan Pajak untuk satu pemohon, kecuali dalam hal atas Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, 
Putusan Peninjauan Kembali maka satu permohonan dapat diajukan untuk 
lebih dari satu Surat Tagihan Pajak. 
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015, dalam 
permohonan penghapusan sanksi pajak Berupa Bunga yang kedua, dapat 
diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat 
keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan pertama. Dalam 
permohonan yang kedua, tetap diajukan terhadap Surat Tagihan Pajak 
yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak. 
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Setelah permohonan dikirim oleh wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak 
menindaklanjuti permohonan tersebut, dengan memeriksa kelengkapan 
berkas sesuai ketentuan yang telah  berlaku. Apabila permohonan yang 
disampaikan oleh wajib pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai Pasal 3 
ayat (2), (3), (4), (5), (6) Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015, 
maka Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan tersebut 
dengan menyampaikan syarat yang berisi mengenai pengembalian 
permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga. Dalam 
penolakan penghapusan sanksi oleh Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak 
dapat meminta secara tertulis mengenai alasan yang menjadi dasar untuk 
menolak permohonan Wajib pajak dan Direktur jenderal pajak harus 
memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib pajak 
tersebut. 
Namun apabila permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi telah 
sesuai uji ketentuan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 
2015, Direktur Jenderal Pajak memberikan Penghapusan Sanksi 
Administrasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi 
Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi yang 
diterbitkan atas masing-masing Surat Tagihan Pajak yang diajukan 






3. Wajib pajak yang Berhak Mendapatkan Penghapusan Sanksi  
Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan 
No.29/PMK.03/2015 disebutkan bahwa wajib pajak yang berhak 
mendapatkan fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga 
adalah wajib pajak yang melunasi Utang Pajak sebelum tanggal 1 Januari 
2016.  
Namun dalam Undang undang Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilihat 
pengertian umum mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai 
Wajib pajak dalam hukum. Wajib pajak Undang undang PPh terdiri dari 
wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Wajib pajak dalam negeri adalah 
subjek pajak dalam negeri yang memenuhi syarat-syarat objektif, artinya 
memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan Undang undang PPh. 
Wajib pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang bertempat tinggal atau 
menetap di Indonesia. Orang asing yang berada di Indonesia untuk jangka 
waktu secara berturut-turut yang lebih dari seratus delapan puluh tiga hari 
dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri dan wajib memenuhi kewajiban 
dan haknya selaku wajib pajak dalam negeri.  
Wajib pajak luar negeri adalah subjek pajak luar negeri yang 
memperoleh atau menerima penghasilan yang berasal dari wilayah 
Republik Indonesia atau yang mempunyai kekayaan yang terletak  di 
wilayah Republik Indonesia. Wajib pajak luar negeri hanya dikenakan pajak 
dari penghasilan yang diterima atau diperoleh atau berasal dari sumber-
sumber yang ada di wilayah Republik Indonesia. 
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Wajib pajak baik dalam negeri dan luar negeri tidak memiliki 
kedudukan hukum yang sama. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak 
penghasilan terhadap seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh 
baik di Indonesia maupun diluar Indonesia dan kepadanya diwajibkan 
mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan. Sementara wajib pajak 
luar negeri dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final hanya terhadap 
penghasilan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh di 
Indonesia serta tidak diwajibkan mengisi dan menyampaikan surat 
pemberitahuan.  
Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan 
No.29/PMK.03/2015 menyebutkan subyek penghapusan sanksi 
administrasi Berupa Bunga bahwa : 
“ wajib pajak yang melunasi Utang pajak sebelum tanggal 1 
Januari 2016 diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi “ 
Jadi semua subjek pada yang telah dijelaskan sebelumnya, yang 
bisa mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi ialah yang 
telah melunasi utang pajaknya pada tahun 2015 tepatnya sebelum tanggal 
1 Januari 2015 
Wajib pajak adalah subjek hukum dalam konteks hukum pajak 
karena telah memenuhi syarat-syarat subjektif dan objektif untuk dikenakan 
pajak. Sebagai subjek hukum, wajib pajak diwajibkan untuk memenuhi 
kewajiban yang tersebar dalam Undang Undang pajak yang memuat 
ketentuan-ketentuan yang bersifat formal. Kewajiban  wajib pajak yang 
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tunduk pada pajak pusat dan harus dipatuhi sebagaimana yang ditentukan, 
antara lain sebagai berikut :24 
1. Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak 
dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Fungsi nomor 
pokok wajib pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan 
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib 
pajak, juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam 
pembayaran pajak. Oleh karena itu, kepada setiap wajib pajak hanya 
diberikan satu nomor pokok wajib pajak.  Dikarenakan wajib pajak 
yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib 
pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perUndang Undangan 
perpajakan. 
2. Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan 
pengusaha dan kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai 
pengusaha kena pajak, dan kepadanya diberikan keputusan 
pengukuhan pengusaha kena pajak. Fungsinya, selain untuk identitas 
pengusaha kena pajak, juga digunakan untuk melaksanakan 
kewajiban dan hak dibidang pajak pertambahan nilai dan pajak 
penjualan atas barang mewah serta untuk pengawasan administrasi 
perpajakan. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat 




sebagai pengusaha kena pajak, tidak melaporkan usahanya untuk 
dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dikenakan sanksi sesuai 
peraturan perundang undangan perpajakan.  
3. Mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat-tempat yang 
ditetapkan oleh pejabat pajak yang mudah dijangkau oleh wajib pajak. 
Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak memperoleh kesulitan 
untuk mendapatkan surat pemberitahuan dalam menunaikan 
kewajiban. 
4. Mengisi jelas, benar dan lengkap serta ditanda-tangani sendiri surat 
pemberitahuan dan kemudian mengembalikan ke Kantor Direktorat 
Jenderal pajak, dilengkapi dengan lampiran-lampiran. Misalnya, 
laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta 
keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung 
besarnya penghasilan kena pajak. Pada prinsipnya, setiap wajib pajak 
penghasilan wajib menyampaikan surat pemberitahuan. Dengan 
pertimbangan efisiensi atau perkembangan lainnya , Menteri 
Keuangan dapat menetapkan wajib pajak untuk pajak penghasilan 
yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat 
pemberitahuan, misalnya wajib pajak orang pribadi yang menerima 
atau memperoleh penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak 




5. Membuat faktur pajak merupakan kewajiban  pengusaha kena pajak. 
Faktur adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena 
pajak yang melakuakan penyerahan barang kena pajak yang 
melakukan penyerahan jasa kena pajak  atau bukti pungutan pajak 
karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai. Larangan membuat faktur pajak oleh bukan 
pengusaha kena pajak dimaksudkan  untuk melindungi pemberi dari 
pemungutan pajak yang semestinya. Oleh karena itu, terhadapnya 
dikenakan sanksi berupa denda administrasi. Demikian pula terhadap 
pengusaha kena pajak yang wajib membuat faktur pajak tetapi tidak 
disalahkan, tidak selengkapnya mengisi faktur pajak, atau membuat 
faktur pajak tetapi tidak tepat waktunya, dikenakan pula sanksi berupa 
denda administrasi 
6. Membayar atau menyetor pajak di tempat yang telah ditentukan 
Undang Undang. Utang pajak mutlak harus dibayar atau disetor pada 
kas negara melalui kantor pos dan/atau bank badan usaha milik 
negara dan/atau bank badan usaha milik daerah atau tempat 
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 
7. Pajak yang terutang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak dengan tidak 
menguntungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Hal ini 
dimaksudkan agar wajib pajak menghitung dan menetapkan pajak 
yang terutang tanpa diterbitkan surat ketetapan pajak sebagai 
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perwujudan self assesment System   yang dianut dalam Undang 
undang pajak (UU PPh dan UU PPN) 
8. Menyelenggarakan dan/atau memperlihatkan pembukuan atau 
pencatatan-pencatatan maupun data-data yang oleh pemeriksa pajak. 
Pembukuan adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk 
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga 
perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan 
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 
pada setiap tahun pajak berakhir.  
9. Memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak melakukan 
pemeriksaan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap 
perlu 
10. Menunjuk wakil bagi wajib pajak badan yang bertanggung jawab 
tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan.   
4. Syarat-syarat Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga 
Persyaratan untuk mengajukan permohonan penghapusan sanksi pajak 
berupa bunga yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan 
No.29/PMK.03/2015 secara prosedural, harus memenuhi ketentuan  : 
1. Utang Pajak telah dilunasi oleh Wajib pajak.  
2. Terdapat sisa sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang 
belum dibayar oleh Wajib pajak 
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3. Permohonan penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga 
sebagaimana pada Pasal 19 Ayat (1) Undang Undang KUP dapat 
diajukan paling banyak 2 (dua) kali 
4. Untuk mengajukan permohonan Pengahapusan Sanksi Administrasi 
Berupa Bunga yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan 
Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali 
Wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib pajak 
5. Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga yang 
kedua tetap diajukan terhadap Surat Tagihan Pajak yang telah 
diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak 
 Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga harus 
memenuhi beberapa syarat, yaitu:  
a. 1 (satu) permohon untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, kecuali 
dalam hal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat 
Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan 
Peninjauan Kembali diterbitkan lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan 
Pajak, maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 
1 (satu) Surat Tagihan Pajak. 
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b. Diajukan secara tertulis dalam bahas Indonesia, sesuai dengan 
format dalam lampiran A sesuai format menurut ketentuan 
Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 
c. Melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak berupa Surat Setoran 
Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan 
Surat Setoran Pajak 
d. Disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib pajak 
terdaftar 
e. Ditandatangani oleh Wajib pajak dan dalam hal surat permohonan 
ditandatangani bukan oleh Wajib pajak, surat permohonan 
tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (3) Undang Undang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
Dalam ketentuan pemberian fasilitas penghapusan sanksi pajak ini 
juga diberikan kemungkinan bagi wajib pajak untuk mengulangi pengajuan 
permohonan. Dengan kata lain, wajib pajak dapat mengajukan permohonan  
penghapusan sanksi Berupa Bunga atas Surat Tagihan Pajak yang sama 
sebanyak 2 (dua) kali. Jeda waktu permohonan kedua dari permohonan 
pertama adalah 3 (tiga) bulan. Permohonan dianggap telah diajukan jika 
surat wajib pajak telah mendapat keputusan berupa Surat Keputusan 
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga.25  
                                                          




E. Kewenangan  
1. Teori Kewenangan 
Dalam ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi negara, 
istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dengan pelaksanaan fungsi 
pemerintahan.  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “wewenang” 
memiliki arti :26 
1. Hak dan kekuasaan bertindak; kewenangan 
2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan 
melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, 
3. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan sedangkan 
“kewenangan” memiliki arti : 
1. Hal berwenang 
2. Hak dan kekuasaan yang dipuntyai untuk melakukan 
sesuatu 
Soerjono Soekanto menguraikan bahwa beda antara kekuasaan dan 
wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk memengaruhi pihak 
lain dapat dinamakan kekuasaan,  sedangkan wewenang adalah 
kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang 
mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. 27 
Wewenang menurut Stout adalah keseluruhan aturan-aturan yang 
berkenaan dengan Perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang 
pemerintah oleh subyek hukum publik dan hubungan hukum publik. 
                                                          
26 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
27 R.Santoso Brottodiharjo, Op.cit hlm 67 
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Kemudian Nocholai memberikan pengertian tentang kewenangan yang 
berarti kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. 28 
Kewenangan adalah kekuasaan yang di formalkan baik terhadap 
segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang 
pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif 
maupun dari kekuasaan pemerintah, sedangkan wewenang hanya 
mengenai sesuatu bidang tertentu saja. Jadi, kewenangan merupakan 
kumpulan wewenang. Misalnya wewenang menandatangani suatu surat 
keputusan oleh seorang pejabat menteri sedangkan kewenangannya tetap 
berada ditangan menteri. Dalam hal yang demikian yang terjadi adalah 
pemberian mandat, dimana tanggung jawab dan tanggung gugat berada 
pada pemberi mandat29  
Menurut S.F. Marbun, menyebutkan wewenang mengandung arti 
kemampuan untuk melakukan suatu tindakan publik, atau secara yuridis 
adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang Undang yang 
berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang itu 
dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan 
dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian pemerintahan 
mendapat kekuasaan hukum (rechtskracht). Pengertian wewenang itu 
sendiri akan berkaitan dengan kekuasaan. 30 
                                                          
28 Marbun S.F dan Mahfud M.D, 1987, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, 
Yogyakarta:Liberty hlm 193 
29 Ibid 
30  Ibid 
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Adapun beberapa macam pelimpahan wewenang menurut para ahli, 
yakni : 31 
1. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan pemerintahan oleh 
pembuatan Undang Undang kepada organ pemerintahan tersebut. 
Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang 
dituju atas jabatan yang di embannya. 
2. Delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan pemerintahan dari organ 
pemerintahan yang satu kepada organ pemerintah lainnya. Atau 
dengan kata lain terjadi pelimpahan kewenangan. Jadi tanggung 
jawab/ tanggung gugat berada pada penerima delegasi. 
3. Mandat, yaitu terjadi jika organ pemerintah mengizinkan 
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pada 
mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkan tanggung 
jawab tetap melekat pada si pemberi mandat.  
2. Kewenangan Menghapuskan Sanksi Administrasi Berupa Bunga 
Dalam kaitannya dengan Hukum Perpajakan, yang memiliki 
kewenangan dalam memberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga 
Pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak sesuai jabatannya atau atas 
permohonan Wajib pajak. Namun kewenangan dari Direktorat Jenderal 
Pajak tersebut dilimpahkan sesuai teori pelimpahan kewenangan dengan 
mandat kepada Kepala Kantor Pajak Pratama untuk menjalankan 
kewenangannya menghapuskan sanksi administrasi Berupa Bunga pajak. 
                                                          
31 www.academia.edu. Diakses pada hari umat 6 mei 2016 Pukul 21:18. 
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Adapun beberapa kewenangan Direktorat Jenderal Pajak sesuai 
prosedur perundang-undangan menurut Pasal 36 Undang Undang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu : 
1. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi Berupa 
Bunga, denda dan kenaikan yang terutang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan dalam hal 
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib pajak atau 
bukan karena kesalahannya 
2. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak 
benar 
3. Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang Undang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tidak benar 
4. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak 
dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa : 
a. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau 
b. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib     Pajak. 
Untuk mendapatkan penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga, 
terlebih dahulu wajib pajak mengajukan permohonan tertulis kepada 
pejabat pajak. Kewenangan untuk melakukan penghapusan sanksi 
administrasi tersebut berada pada kewenangan pejabat pajak, baik karena 
permohonan tertulis wajib pajak, atau karena tindakan pejabat pajak 
tersebut. Sekalipun pejabat pajak berwenang,tetap wewenang tersebut 
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terikat pada tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 32 
Permohonan tertulis yang diajukan wajib pajak agar dapat dikabulkan 
harus secara lengkap diterima oleh pejabat pajak. Menurut penjelasan 
Pasal 17B ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan yang dimaksud dengan surat permohonan telah terima diisi 
lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar dimudahkan 
pejabat pajak melakukan pemeriksaan atas kebenaran dari permohonan 
yang diajukan oleh wajib pajak untuk mendapatkan kelebihan pembayaran 
pajak tersebut. 33 
Adapun penghapusan sanksi administrasi pajak Berupa Bunga dengan 
jabatan dijelaskan pula pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan 
No.29/PMK.03/2015 menegaskan bahwa  penghapusan sanksi 
administrasi secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Peraturan Menteri Keuangan dilakukan apabila Wajib pajak telah 
mengajukan dua kali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
tetapi jangka waktu tiga bulan untuk pengajuan permohonan kedua telah 
terlampaui. Di ayat selanjutnya pula yaitu pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan 
Menteri Keuangan bahwa Direktur Jenderal Pajak memberikan 
Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dengan menerbitkan 
                                                          




Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan 
Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga.  
Penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga yang dilakukan 
dengan jabatan ini dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sesuai 
permohonan pertama yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
No.29/PMK.03/2015 yaitu : 
a. Utang pajak telah dilunasi oleh wajib pajak 
b. Terdapat sisa Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang 
belum dibayar oleh Wajib pajak.  
Dalam hal penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dilakukan 
wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi yang 
kedua namun melewati batas maksimal tiga bulan sesuai Pasal 3 ayat (5) 
Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 tetapi dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan diluar kekuasaan Wajib pajak, maka sesuai Pasal 6 ayat (3) 
Peraturan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal pajak memberikan 
Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan dengan menerbitkan 
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan 
Penghapusan Sanksi Administrasi. 
Dalam memberi penghapusan itu fiskus tidak bertindak menyimpang 
dari jiwa undang undang, dapatlah kita mengerti karena pemberian 
kelonggaran semacam itu justru sesuai dengan prinsip yang menyatakan, 
bahwa pembayaran harus dilakukan oleh wajib pajak yang mampu 
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membayar. Sudah barang tentu harus diselidiki terlebih dahulu oleh fiskus, 
apakah perbuatannya itu akan dapat dipertanggungjawabkannya. 34 
F. Akibat Hukum Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga 
1. Akibat Hukum Bagi Negara 
Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk 
memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur 
oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum 
yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang 
dikehendaki hukum 35 
 Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang 
terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum 
terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena 
kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah 
ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.36 
Dalam hal penghapusan sanksi administrasi, terdapat akibat hukum 
yang berdampak kepada negara. Antara lain sebagai berikut : 
1. Utang yaitu jumlah pajak pokok yang tidak atau kurang dibayar 
pada saat pelunasan oleh wajib pajak, pada akhirnya terbayarkan 
dan memadai salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak 
yang mendorong peningkatan kas negara 
                                                          
34 R.Santoso Brottodiharjo, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Perpajakan, Bandung: Refika Aditama, 
hlm 133 
35 Soeroso, 1996, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 295 
36 Pipin Syarifin, 2000, Hukum Pemerintah Daerah, Jakarta: Pustaka Bani Quraisy: Jakarta hlm 71 
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2. Membuat wajib pajak lebih patuh melaporkan dan membayar 
pajak di tahun selanjutnya  
3. Menjadi awal dari tahun pembinaan pajak yang telah menjadi 
program awal pemerintah 
2. Akibat Hukum Bagi Wajib pajak 
Tidak hanya bagi negara, penghapusan sanksi administrasi juga sangat 
berdampak bagi wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas dari Direktorat 
Jenderal Pajak ini. Adapun beberapa akibat hukum bagi wajib pajak 
pemohon atas penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga ialah : 
1. Utang pajak dari Wajib pajak yang belum atau kurang bayar telah 
lunas 
2. Wajib  pajak tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayarkan 
sanksi administrasi Berupa Bunga yang timbul akibat jumlah pajak 
yang tidak atau kurang dibayar sebesar 2% (dua persen) sebulan 
3. Menjadi indisipliner kepada wajib pajak untuk terus mematuhi 











A. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang 
pengumpulan data adalah Kantor Kementrian Keuangan Republik 
Indonesia dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 
B.Teknik Pengumpulan Data 
Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan 
mengetahui lebih dalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di 
masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai tindakan dalam 
memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis 
melakukan teknik pengumpulan data yang berupa : 
1. Penelitian Pustaka (library Research) 
Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui jalan membaca 
berbagai buku, majalah, koran, jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang 
mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan. 
2. Penelitian Lapangan (field Research) 
Pada bagian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara 
berinteraksi langsung dengan obyek yang diteliti. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan 
tujuan penelitian, dibagi ke dalam dua jenis data, yaitu : 
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1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung 
dengan pihak yang terkait sehubungan dengan tulisan ini. 
Adapun pihak-pihak terkait yang akan penulis wawancarai, adalah: 
a. Kepala Subbagian Pajak II, bagian Hukum Pajak dan 
Kepabenan, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal 
Kementrian Keuangan Republik Indonesia 
b. Sekretaris Direktorat Perpajakan Peraturan I Kantor Pusat 
Direktorat Jenderal Pajak 
c. Data Sekunder Pelaksana Seksi KUP Direktorat 
Perpajakan Peraturan I  Kantor Pusat Direktorat Jenderal 
Pajak  
d. Pelaksana P2Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal 
Pajak 
e. Wajib Pajak 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan 
laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta 
mempunyai hubungan erat dengan masalah yang di bahas dalam 
tulisan ini. 
C. Analisis Data 
Data-data yang telah dihimpun baik data primer maupun data 
sekunder, dianalisis serta kualitatif dan selanjutnya disajikan secara 
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sistematis dengan cara memaparkan dan menjelaskan kemudian ditarik 




















HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Kewenangan Penghapusan Sanksi Administrasi 
Hukum merupakan sumber nilai yang berisi aturan, larangan, perintah, 
serta hak dan kewajiban yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Untuk 
konteks Indonesia, kewenangan membuat undang undang ada pada 
pemerintah dan (Dewan Perwakilan Rakyat) DPR. Parlemen sebagai 
representasi perwakilan rakyat, diberi hak dan kewenangan menyuarakan 
aspirasi rakyat. Dengan demikian, pajak diputuskan dalam kedudukan 
setara.37  
Negara Indonesia adalah negara hukum, tindakan pemerintah (aparatur 
Negara) harus selalu didasarkan pada hukum yang berlaku (asas legalitas). 
Artinya, setiap tindakan aparatur negara harus berdasarkan peraturan 
perundang-undangan berlaku dan berdasarkan kewenangan sah yang 
dimilikinya. Tanpa adanya wewenang yang sah maka setiap tindakan 
hukum yang dilakukan oleh aparatur negara dapat dikategorikan sebagai 
tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, wewenang 
yang sah merupakan sesuatu yang vital dalam setiap tindakan hukum 
aparatur Negara 
Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan 
dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk 
                                                          
37 Yustinus Parastowo, 2014, Panduan Langkap Pajak, Depok: RaihAsaSukses, hlm 36 
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bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan 
tanggung jawab kepada orang/badan lain.38 
Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari 
hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh 
aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan 
wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam 
hubungan hukum publik.39 
Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama 
dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat 
dan tidak berbuat.Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.40 
Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang 
dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, 
dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan 
hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi 
kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau 
institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian 
hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya 
kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek 
menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum 
administrasi negara.41 
                                                          
38 Kamal Hidjaz. Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah 
Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makassar. 2010. Hal 35. 
39 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. Hal 71. 
40 Nurmayani . Hukum Administrasi daerah. Universitas Lampung Bandar Lampung. 2009. Hal 29 
41 Ridwan HR. Op.Cit. hlm 90 
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Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis 
berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh 
seorang pejabat atau institusi yang beritindak menjalankan 
kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan merupakan dasar pengenaan atau besaran jumlah sanksi yang 
dikenakan kepada wajib pajak apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tagihan Pajak  akibat ada jumlah 
pajak tidak atau kurang bayar, maka dikenakan sanksi administrasi Berupa 
Bunga sebesar 2% perbulan untuk seluruh masa. Pasal 19 ayat (1) 
Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan  menegaskan 
bahwa : 
“ Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat 
Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 
Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang 
menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar 
bertambah, pada saat jatuh tempo sampai dengan tanggal 
pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan 
Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.”  
 
Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan tersebut adalah dasar pengenaan sanksi administrasi berupa 
bunga yang menjadi patokan kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang 
tertera pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan dalam menghapuskan atau mengurangkan sanksi 
administrasi dan juga kewenangan Menteri keuangan dalam mengeluarkan 
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kebijakan yang mengatur pelaksanaan penghapusan sanksi tersebut 
secara khusus dalam hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
No.29/PMK.03/2015 Tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi 
Administrasi Berupa Bunga.   
B . Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang 
Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara 
atribusi,delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai 
berikut : 
 Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian 
wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang 
pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu 
wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara 
(TUN) yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara 
atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi 
selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, 
disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan 
wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.42 
Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan 
pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. 
Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan 
                                                          
42 Indroharto. Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan tata Usaha Negara. Jakarta: 
Pustaka Harapan. 1993. Hlm. 68. 
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mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian 
kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan 
delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. 
Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara 
delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur 
pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ 
pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, 
dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. 
Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali 
setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas ”contrarius 
actus”. Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan 
pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang 
menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang 
setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan 
dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun 
tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap 
saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang 
dilimpahkan itu.43 
Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan 
menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang 
mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk 
                                                          
43 Ridwan HR. Op.Cit. hlm. 108-109. 
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melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain 
untuk melakukan tindakan tertentu.44 
Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui dua cara yaitu dengaan 
atribusi atau dengan pelimpahan wewenang: 45 
1. Atribusi 
Atribusi adalah wewenang yang dimiliki oleh badan pemerintah yang 
bersumber langsung dari undang-undang. Karena bersumber langsung dari 
undang-undang, kewenangan yang diperoleh melalui atribusi merupakan 
kewenangan asli. Dengan atribusi akan timbul kewenangan baru yang 
sebelumnya kewenangan itu itu tidak dimiliki oleh badan pemerintah yang 
bersangkutan. 
2. Pelimpahan wewenang 
Pelimpahan wewenang ada dua macam,yaitu: 
a. Delegasi 
Delegasi adalah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh 
suatu badan atau pejabat pemerintahan, yang telah memperoleh 
wewenang secara atributif, kepada badan atau pejabat pemerintahan 
lainnya. Dalam delegasi tidak ada kewenangan yang baru karena 
kewenangan sudah dimiliki pejabat administrasi negara yang lama 
(kewenangan sudah ada terlebih dahulu). Dilihat dari sisi 
pertanggungjawabannya, delegasi diikuti dengan penyerahan tanggung 
                                                          
44 Bagir Manan. Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. 
Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000. Hlm 1-2 
45 https://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-
delegasi-dan-mandat/ . Diakses Selasa, 17 Mei 2016. Pukul 15:58 WITA 
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jawab sehingga penerima delegasi (delegataris) akan bertanggung jawab 
penuh atas kewenangan delegasi yang diterimanya. Apabila dibandingkan 
dengan atribusi, inti perbedaannya adalah pada delegasi kewenangan 
tersebut hanya diwakilkan, tidak diberikan berdasarkan undang-undang, 
namun penerima delagasi wajib bertanggung jawab atas segala tindakan 
dalam kewenangan tersebut. 
J.B.J.M. ten Berge memberikan syarat-syarat pelimpahan wewenang 
secara delegasi sebagai berikut : 
1. Delegasi harus definitif, artinya pemberi delegasi (delegans) tidak 
dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan 
itu. Kecuali setelah ada pencabutan yang berpegang pada asas 
contrarius actus 
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan 
untuk itu dalam peraturan perundang-undangan. 
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki 
kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi 
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans 
berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan 
wewenang tersebut. 
5.Peraturan kebijaksanaan (beleidsregel), artinya Delegans memberikan 
instruksi (petunjuk) tentang pengunaan wewenang tersebut 
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Yang perlu diketahui juga adalah penerima mandat dapat 
mendelegasikan lagi kewenangannya kepada pihak ketiga dengan 
ketentuan yang berlaku sama seperti pendelegasian dari pemegang 
delegasi ke penerima delegasi yang pertama. Bentuk penyerahan 
wewenang ini disebut subdelegatie. Kemungkinan pula dapat terjadi 
sub-sub delegatie, dalam hal ini subdelegataris melimpahkan kepada 
pihak lain lagi. 
b. Mandat 
Mandat terjadi jika pemilik wewenang, baik berdasarkan atribusi 
maupun delegasi, mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain/ 
pihak lain atas namanya. Dalam hal mandat, tanggung jawab tidak 
berpindah ke penerima mandat, tanggung jawab tetap berada di tangan 
pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dari pemakaian kata a.n. (atas nama). 
Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya 
tindakan yang dilakukan oleh penerima mandat adalah tanggung jawab si 
pemberi mandat. Hal lain yang membedakan mandat dengan delegasi 
adalah penerima mandat tidak dapat memberikan mandat yang diterimanya 
kepada orang lain. Atau dengan kata lain penerima mandat tidak dapat 
memberikan sub-mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang melandasinya karena mandat 





1. Kewenangan Menteri Keuangan 
Kementerian keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan pemerintahan negara.  
Sesuai Pasal 6 Peraturan Menteri keuangan Nomor 28 tahun 2015 
tentang Kementrian keuangan pada menegaskan bahwa Kementerian 
Keuangan membawahi beberapa lembaga, yaitu : 
a. Sekretariat Jenderal 
b. Direktorat Jenderal Anggaran 
c. Direktorat Jenderal Pajak 
d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
e. Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
f. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
g. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
h. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 
i. Inspektorat Jenderal 
j. Badan Kebijakan Fiskal 
k. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 
l. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak 
m. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak 
n. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak 
o. Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara 
p. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara 
64 
 
q. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional 
r. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan pasal 
Modal 
s. Staf Ahli Bidang Organisasi. Briokrasi dan Tekhonolgi 
Pada Pasal 6 huruf (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 
Tahun 2015 diatas menyebutkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai 
salah satu lembaga yang dibawahi oleh Kementrian Keuangan. Pada 
Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 tahun 2015 ini juga 
menjelaskan tentang fungsi Direktorat Jenderal Pajak yang salah 
satunya ialah melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan.  
Pasal 17 pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2015 
tersebut menjelaskan bahwa dalam tugas menyelenggarakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pajak, Direktorat 
Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi : 
a. Perumusan kebijakan dibidang perpajakan 
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan 
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang 
perpajakan 
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan 
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang 
perpajakan 
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak 
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.  
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Kewenangan Menteri Keuangan dalam mengeluarkan peraturan 
pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga diperoleh 
sesuai perintah Undang Undang Pasal 36 ayat (2) Undang Undang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu : 
“ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), 
ayat (1d), dan ayat (1e) diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan”  
Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk : 
a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi 
b. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak 
benar 
c. Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak  
d. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak  
Selanjutnya di Pasal 36 ayat (2) Undang Undang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan diatur mengenai kewenangan Menteri Keuangan 
untuk membuat peraturan pelaksanaannya.  
 Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah  RI Nomor 74 Tahun 2011 juga 
menjadi salah satu dasar kewenangan Menteri keuangan dalam 
mengeluarkan peraturan mengenai penghapusan sanksi administrasi yang 
selanjutnya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pasal 35 ayat (5) 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2011 mengatur mengenai 
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pengurangan, penghapusan dan pembatalan. Selanjutnya dalam pasal 35 
ayat (5) menegaskan bahwa : 
“ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, 
penghapusan, dan pembatalan diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”   
Pasal 36 (2) UU Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 
35 (5) Peraturan Pemerintah RI No 74 Tahun 2011 menjadi dasar 
kewenangan Menteri Keuangan untuk mengeluarkan Peraturan Menteri 
Keuangan No.29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi 
Berupa Bunga. 
Dalam pasal tersebut, Menteri Keuangan diberikan kewenangan oleh 
undang-undang untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan penghapusan 
dan pengurangan sanksi administrasi, mengurangkan atau membatalkan 
surat ketetapan, mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak, dan 
membatalkan hasil pemeriksaan pajak.  
Kewenangan Menteri Keuangan dalam hal mengeluarkan kebijakan 
penghapusan sanksi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-
undang sesuai pelimpahan kewenangan atribusi, yaitu  kewenangan yang 
diberikan kepada pemerintah oleh pembuat undang undang, dalam arti 
kewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang dituju atas jabatan 
yang di embannya 
Pelimpahan kewenangan atribusi ialah pemberian wewenang yang baru 
oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi 
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kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian 
kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang ada 
puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau kepada suatu lembaga negara 
atau pemerintah, dalam hal ini kewenangan dari pasal 36 ayat (2) UU KUP 
No.28 Tahun 2007 dan pasal 35 (5) Peraturan Pemerintah RI No.74 tahun 
2011 yang menjadi dasar kewenangan Menteri Keuangan dalam 
mengeluarkan Peraturan Menteri keuangan No 29 tahun 2015 Tentang 
Penghapusan Sanksi Administarsi Berupa Bunga.   
Kebijakan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Berupa 
Bunga melalui peraturan menteri keuangan ini tidaklah menyalahi undang 
undang  karena jelas diatur dalam undang undang Pasal 36 (2) Undang 
Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan 
Pemerintah pada Pasal 35 (5) Peraturan Pemerintah sehingga melahirkan 
produk hukum baru berupa Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa 
Bunga.  
2. Kewenangan Direktur Jenderal Pajak 
Direktur Jenderal Pajak memperoleh  kewenangan  oleh undang 
undang Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan  yang menegaskan bahwa: 




a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi bunga, 
denda dan kenaikan yang terutang sesuai peraturan perundang-
undangan 
b. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak tidak 
benar 
c. Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak 
d. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak.”  
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib 
Pajak, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan, 
dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa 
bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut 
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 
kesalahannya. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua unsur kewenangan 
yang dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu “mengurangkan” 
dan “menghapuskan” sanksi administrasi.   Arti mengurangkan menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyebabkan kurang atau 
menyusutkan. 
Kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang kedua, berdasarkan 
ketentuan tersebut, adalah menghapuskan sanksi administrasi. Pengertian 
menghapuskan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
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menghilangkan, meniadakan, menganggap telah hapus, menganggap telah 
lunas. 
Dari uraian mengenai pengertian kata di atas cukup jelas bahwa 
terdapat perbedaan makna dalam “pengurangan” dan “penghapusan”. 
Pengurangan dapat diartikan sebagai mengurangi sanksi 
administrasi   menjadi lebih kecil dari jumlah semula, sedangkan 
penghapusan adalah menghapuskan atau menghilangkan besarnya 
sanksi. 
Selain mengatur mengenai jenis kewenangan Direktur Jenderal 
Pajak sebagaimana disampaikan di atas, Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-
undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur pula syarat 
atau kondisi yang memungkinkan Dirjen Pajak menggunakan 
kewenangannya tersebut dilaksanakan, yaitu syarat karena “ bukan 
kesalahan Wajib Pajak” atau karena “kekhilafan Wajib Pajak”. 
Dari kedua jenis kewenangan serta dua syarat keadaan atau kondisi 
Wajib Pajak yang menyebabkan dikeluarkannya sanksi administrasi 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Direktur Jenderal Pajak 
untuk menghapuskan sanksi administrasi adalah diperuntukan bagi Wajib 
Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena bukan kesalahan dari Wajib 
Pajak. Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan adalah dasar  penetapan sanksi administrasi yang kemudian 
menjadi fokus Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal pajak untuk menghapuskan atau 
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mengurangkan sanksi administrasi Berupa Bunga. Selanjutnya di dukung 
ada Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.74 Tahun 2011 
. Pada Pasal 35 tentang pengurangan, penghapusan dan Pembatalan, 
pada ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah menjelaskan bahwa Direktur 
Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat 
menghapus atau mengurangkan sanksi administrasi karena kekhilafan, 
bukan karena kesalahan. 
Perlakuan ini sangat mudah untuk diterima oleh semua pihak karena 
penghapusan sanksi admintrasi Berupa Bunga diberikan terhadap Wajib 
Pajak yang memang tidak melakukan suatu kesalahan. Hal ini bisa terjadi 
karena kesalahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau 
karena kesalahan pihak lainnya. Maka sudah seharusnya terhadap Wajib 
Pajak tersebut tidak dikenakan sanksi atau sanksi tersebut dihapuskan. 
Bagi penulis sendiri, sebenarnya tindakan yang lebih tepat adalah 
dengan membatalkan sanksi tersebut, karena esensi dari sanksi adalah 
adanya suatu kesalahan yang dibuat oleh Wajib Pajak. 
Sebagaimana dengan kewenangan yang kedua yang diamanatkan 
Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan yaitu kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk 
menghapuskan  sanksi administrasi pajak yang tentu saja kewenangan ini 
diberikan kepada Wajib Pajak karena ia melakukan suatu kesalahan, akan 
tetapi hal tersebut terjadi karena kekhilafan Wajib Pajak. Dengan kalimat 
lain, kewenangan ini dieksekusi oleh Direktur Jenderal Pajak diperuntukkan 
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bagi Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran akan tetapi sifat 
pelanggaran tersebut adalah karena kekhilafan. 
Dijelaskan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia khilaf berarti keliru atau 
salah (yang tidak disengaja). Atau menurut Prof. Sudarto dalam bukunya 
Hukum Pidana I disebut sebagai kealpaan (culpa). 
Karena kekhilafan mengandung adanya unsur kesalahan maka terhadap 
kesalahan tersebut tetap diterapkan sanksi administrasi, akan tetapi 
nilainya/jumlahnya dikurangi. Adalah tidak tepat apabila terhadap Wajib 
Pajak dalam kondisi ini diberikan penghapusan. Sebab sudah jelas bahwa 
unsur adanya kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sudah terpenuhi. 
Fiskus berfikir bahwa wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya 
adalah karena kelalaian mereka, maka dari itu pemerintah memberi maaf 
kepada wajib pajak dengan mengeluarkan fasilitas  kebijakan penghapusan 
atau pengurangan sanksi administrasi Berupa Bunga.  
Ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan tidak mengatur mengenai seberapa besar jumlah 
pengurangan yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak ini, akan tetapi 
Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan mengatur bahwa aturan pelaksanaan mengenai ketentuan 
Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan  
Selanjutnya pada Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah disebutkan 
bahwa ketentuan lanjut mengenai tata cara pelaksanaannya diatur dalam 
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Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar kewenangan Menteri 
Keuangan mengeluarkan Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 
29 Tahun 2015. 
Pada pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah  menjelaskan pula 
mengenai Wajib pajak yang dapat mengajukan penghapusan atau 
pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dalam 
Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. 
Pada Pasal 36 ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 74 tahun 2011 
juga menjelaskan mengenai besaran sanksi administrasi bunga sesuai 
Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan, bahwa : 
“ Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
diajukan terhadap  sanksi administrasi berupa bunga sebesar 
2% perbulan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2a) dan 
ayat (2b) Undang-undang atau Pasal 19 ayat (1) Undang-
undang”  
 
3. Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Pajak Pratama 
Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, Direktur Jenderal 
Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dalam 
rangka mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam hal ini, 
Direktur Jenderal Pajak secara atributif memperoleh kewenangan langsung 
dari undang-undang. Sebagai contoh, misalnya Dirjen Pajak diberi 
kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar46 
                                                          




atau Surat Keputusan Keberatan atas permohonan surat keberatan Wajib 
Pajak47 dan lain-lain. 
Dengan kewenangan yang dimiliki sedemikian luasnya, tidaklah 
mungkin Direktur Jenderal Pajak melakukannya sendiri. Berdasarkan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ./2002 tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di 
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaiamana telah diubah terakhir 
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ/2013, 
Direktur Jenderal Pajak melimpahkan wewenangnya kepada para pejabat 
di lingkungan kerjanya yaitu para direktur, kepala kanwil, atau kepala KPP 
atau kepala seksi. 
Sebagai contoh, pelimpahan wewenang dalam penerbitan Surat 
Keputusan Keberatan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
Nomor KEP-297/PJ./2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ/2013, Direktur 
Jenderal Pajak melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Kantor Wilayah 
DJP untuk menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib 
Pajak, termasuk menerbitkan keputusan atas keberatan yang tidak 
diputuskan setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Lampiran 
XII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata cara 
Penyelesaian Keberatan tentang format Surat Keputusan Keberatan 
                                                          




memberikan bentuk atau format Surat Keputusan Keberatan, di mana yang 
berwenang menandatangani Surat Keputusan Keberatan adalah Kepala 
Kanwil DJP atas nama (a.n.) Direktur Jenderal Pajak. 
 
Sesuai dengan penjelasan di atas, pelimpahan wewenang yang 
dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada pejabat tersebut termasuk 
dalam pengertian mandat karena prosedur pelimpahannya dalam 
hubungan rutin antara atasan dan bawahan. Hal ini sejalan juga dengan 
tata naskah dinas persuratan dimana harus mempergunakan a.n. (atas 
nama) Direktur Jenderal Pajak dalam penulisan Surat Keputusan atau 
surat-surat lainnya. Oleh karena mandat, maka yang bertanggung jawab 
atas tindakan atau keputusan yang dikeluarkan para pejabat yang 
menerima mandat, tetap menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal Pajak 
sebagai pemberi mandat. 
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Direktur Jenderal 
Pajak dalam pelaksanaan penghapusan sanksi serentak di Indonesia yang 
hanya berlaku selama satu tahun, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan 
Keputusan Nomor KEP-11/PJ/2013 tentang Perubahan kesebelas atas 
keputusan Direktur jenderal Pajak Nomor KEP-297/PI/2002 tentang 
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pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para pejabat di 
Lingkungan Direktorat Jenderal pajak. Pada Keputusan tersebut di Pasal 
ke II, menjelaskan bahwa wewenang Direktur Jenderal pajak untuk 
menerbitkan Keputusan atas permohonan pembetulan, permohonan 
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, permohonan 
pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, dan 
permohonan pembatalan Surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan 
dengan wajib pajak atau pembahasan akhir hasil verifikasi dengan wajib 
pajak, yang batas akhir penyelesaiannya setelah tanggal 30 april 2013 dan 
belum diterbitkan keputusannya oleh Direktur Jenderal Pajak, dilimpahkan 
kepada kepala Kantor Wilayah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I 
dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan 
Direktur Jenderal tersebut. 
Untuk mendukung efektivitas dari diterbitkannya Peraturan Menteri 
Keuangan No.29/PMK.03/2015 Tentang Pengahapusan Sanksi 
Administrasi Berupa Bunga, Direktur Jenderal Pajak bersamaan dengan 
peraturan menteri tersebut menyampaikan petunjuk pelaksanaan 
penghapusan sanksi bunga yang terbit berdasarkan Pasal 19 ayat (1) 
Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.  Petunjuk 
pelaksanaan tersebut dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran Direktur 
Jenderal Pajak Nomor SE 52/PJ/2015 yang disusun sebagai pedoman bagi 
Kantor Pelayanan pajak dan Kantor Wilayah Direktorat jenderal Pajak 
sebagai unit yang berwenang menerbitkan keputusan mengenai 
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penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga berdasarkan permohonan 
wajib pajak maupun secara jabatan. Surat edaran ini bertujuan untuk 
mendorong tertib administrasi penyelesaian penghapusan sanksi, mulai 
dari prosedur penanganan permohonan penghapusan sanksi administrasi 
di kanwil, prosedur penanganan dan penyelesaian permohonan sanksi dan 
laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak dan 
kantor Wilayah Direktorat jenderal Pajak sehubungan dengan 
penghapusan sanksi administrasi. 
Surat Edaran yang diberikan kepada Kantor Wilayah dari Direktur 
Jenderal Pajak, menurut penulis jika dikatakan sebagai pedoman untuk 
mendukung efektivitas pelaksanaan penghapusan sanksi belum cukup 
lengkap sehingga masih bisa menimbulkan kebingungan dan banyaknya 
pertanyaan kembali oleh bagian pelayanan di Kantor Wilayah. Salah satu 
poin penting dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2015 
Tentang Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Berupa 
Bunga tidak dijelaskan dalam Surat Edaran mengenai apa  dasar keputusan 
wajib pajak diberikan penghapusan sanksi administrasi atau pengurangan 
administrasi. Maka dari itu penulis melakukan wawancara kepada Kepala 
Subbagian Hukum Pajak II dan Kepabenan, Biro Hukum Sekeretariat 
Jenderal  di Kantor Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Pada hari 
senin, 28 maret 2016  Pukul 10:10 WIB menjelaskan bahwa: 
“ penghapusan dan pengurangan sama-sama bermuara pada Pasal 36 
dengan ketentuan lebih lanjut yang di atur oleh Menteri Keuangan, dasar 
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keputusan tergantung dalam SK yang diterbitkan, namun pada intinya 
tetap sama-sama di hapuskan sanksi administrasinya” 
Namun dari hasil wawancara tersebut pihak Direktorat Jenderal Pajak 
tidak menjelaskan secara konkret mengenai besaran sanksi yang di 
hapuskan atau dikurangkan, yang juga tidak diatur di Undang-Undang 
Ketetntuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Menteri dan Surat 
Edaran.  
Adapun data wajib pajak perkanwil yang melakukan permohonan terkait 
kebijakan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2015 yang berasal dari 
Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak Pusat, yaitu : 










1 Aceh 6 6 
2 Sumatera Utara I - 254 
3 Sumatera Utara II - - 
4 Riau & Kepulauan Riau 58 103 
5 Sumatera Barat & Jambi 8 28 
6 Sumatera Selatan dan Kep.Bangka 
Belitung 
37 257 
7 Bengkulu Lampung 18 26 
8 Jakarta Khusus - - 
9 Wajib Pajak Besar - - 
10 Jakarta Pusat 584 564 
11 Jakarta Barat 78 72 
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12 Jakarta Selatan I 96 48 
13 Jakarta Selatan II 43 62 
14 Jakarta Timur 52 39 
15 Jakarta Utara 120 82 
16 Banten 35 228 
17 Jawa Barat I - 88 
18 Jawa Barat II 36 204 
19 Jawa Barat III 16 51 
20 Jawa Tengah I 495 495 
21 Jawa Tengah II 135 45 
22 Daerah Istimewa Yogyakarta - - 
23 Jawa Timur I 59 348 
24 Jawa Timur II - 322 
25 Jawa Timur III - 87 
26 Kalimantan Barat 1 20 
27 Kalimantan Selatan dan Tengah - 294 
28 Kalimantan Timur dan Utara 37 302 
29 Sulawesi Selatan, Barat dan 
Tenggara 
- - 
30 Sulawesu Utara, Tenggara dan 
Maluku Utara 
17 43 
31 Bali 119 267 
32 Nusa Tenggara - 358 
33 Papua Maluku 3 4 
JUMLAH 2.053 4,697 
*Data Wajib Pajak Pemohon Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga oleh Sub 
Direktorat Keberatan dan Banding Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak 17 Maret 
2016 
Data tersebut merupakan data yang diperoleh pada tanggal 17 Maret 
2016. Terlihat jumlah wajib pajak di beberapa daerah yang ditandai strep 
atau kosong. Hal itu bukan disebabkan karena tidak ada wajib pajak 
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didaerah tersebut yang melakukan permohonan penghapusan atau 
pengurangan sanksi administrasi, tetapi karena keterlambatan penyerahan 
data dari Kantor Wilayah masing-masing.  
Penulis lalu melakukan wawancara via whatsupp  kepada salah satu staf 
Direktorat Keberatan dan Banding (DKB) pada Kantor Direktorat Jenderal 
Pajak Pusat untuk mengklarifikasi mengenai ketidaklengkapan data yang 
dimiliki kantor pusat tersebut. Pada wawancara yang dilakukan pada hari 
abu 18 Mei 2016 ,Pukul 20:40 WITA tersebut, staf DKB tersebut 
menyampaikan bahwa : 
“Kantor Pusat kami tidak memilki data yang update, dikarenakan kantor 
memang bermasalah di koordinasi data. Salah satu kendalanya karena 
kami tidak menggunakan data Online, oleh karena itu kita harus 
menunggu laporan langsung dari kanwil masing-masing. Sampai saat ini 
bahkan Dirjen pajak, Direktur kami dan BPK juga menunggu data tersebut 
yang tidak kunjung rampung”.    
Selain itu, Staf DKB yang tidak mau disebutkan namanya tersebut juga 
menambahkan bahwa dari beberapa kebijakan yang memerlukan data dari 
kanwil seluruh Indonesia, hanya data pengahapusan dan pengurangan 
sanksi administrasi  berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
No.29/PMK.03/2015 dan No.91/PMK.03/2015 yang masih jauh dari kata 
lengkap.  
Data yang seharusnya telah dilaporkan sejak berakhirnya tahun 2015, 
masih belum rampung di pertengahan tahun 2016 adalah salah satu 
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indikasi keterlambatan koordinasi antar kantor pajak di wilayah maupun 
pusat. Selain itu, tidak ada tolak ukur berhasil tidaknya kebijakan 
penghapusan sanksi tersebut, karena tidak ada bukti konkret jumlah wajib 
pajak yang melakukan permohonan dan yang dikabulkan permohonannya. 
Hal tersebut membuat publik menjadi bingung terhadap banyaknya 
pemberitaan yang menulis bahwa tahun 2015 telah menjadi tahun yang 
sukses membina wajib pajak yang malas  membayar pajak dan wajib pajak 
yang belum mengetahui mengenai kewajiban membayar pajak  juga telah 
sukses menembus penerimaan negara dengan jumlah yang fantastis.  
C.Latar Belakang  Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga 
1. Penerimaan Negara 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementrian Keuangan telah 
mencanangkan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib pajak. Pihak-
pihak yang akan dibina oleh DJP adalah kelompok Orang Pribadi atau 
Badan yang masih memiliki kewajiban membayar pajak terutang 
dikarenakan tidak atau kurang bayar dalam Surat Tagihan Pajak sehingga 
dikenakan sanksi Bunga penagihan sebesar 2 % sesuai Pasal 19 ayat (1) 
Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
Direktorat Jenderal Pajak mencatat selama kurun 5 tahun terakhir 
terdapat lebih dari Rp. 225 T Pajak yang kurang bayar. Jumlah tersebut 
diketahui dari pelaporan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari 
tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.  Berikut data rincian fiktif pertahun 
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dari laporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) yang diberikan 
oleh wajib pajak :48 
TAHUN JUMLAH PAJAK 
KURANG BAYAR 
2011 Rp. 32,78 T 
2012 Rp. 26 T 
2013 Rp. 44,68 T 
2014 Rp. 44,1 T 
2015 Rp. 77,47 T 
*Data Jumlah Pajak Kurang Bayar Tahun 2011-2015, Direktorat Keberatan dan 
Banding Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak 
 
Pembayaran SPT sebaiknya mencerminkan keadaan objek pajak 
yang seharusnya karena pajak menjadi tumpuan utama dalam penerimaan 
negara. Pajak menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara 
sehingga pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara.  
Sebagaimana fungsi pajak sebagai fungsi budgetair atau fungsi 
finansial yang akan mengatur sumber-sumber penerimaan dan pos 
pengeluaran. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk 
dapat dilaksanakan karena pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam 
rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap 
warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, 
menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai 
dengan yang yang berasal dari pajak. 
Namun permasalahan yang timbul ialah karena masih rendahnya 
kesadarn masyarakat/wajib pajak dalam membayar pajak yang disebabkan 
                                                          
48 CNN Indonesia/Adhi Wicaksono, Jakarta Kamis 29 Januari 2015, 
www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160226080043-78-113662, diakses pada selasa, 26 april 
2016 pukul 15.30 WITA 
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pengetahuan masyarakat akan pajak masih sempit sehingga mereka masih 
enggan untuk membayar pajak.  
Timbul juga opini di masyarakat bahwa pajak itu adalah sesuatu 
yang negatif yang hanya akan menambah beban hidup, karena belum 
paham alokasi pajak. Disamping itu banyaknya perusahaan-perusahaan 
yang melakukan kecurangan dengan melakukan penggelapan pajak, 
berusaha mengecilkan pajak yang seharusnya dibayar, dengan segala cara 
dan upaya agar terhindar dari pembayaran pajak. Sementara orang kaya 
seharusnya membayar pajak malah berusaha mencari celah untuk 
menghindari pajak. 49 
Oleh karena itu, demi peningkatan penerimaan negara, Direktur 
Jenderal Pajak bersama Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan pada 
tahun 2015 lalu sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. 
 Tahun 2015 adalah tahun yang telah dicanangkan oleh Direktur 
Jenderal Pajak sebagai tahun pembinaan wajib pajak dan berfokus pada 
penerimaan negara. Sebagai tahun pembinaan wajib pajak, ada beberapa 
kebijakan Peraturan menteri Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan. Di antaranya yaitu, Peraturan Menteri Keuangan 
No.91/PMK.03.2015, Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.03/2015, 
dan Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 . Ketiga kebijakan 
tersebut di tetapkan hampir bersamaan. Seharusnya dalam pembentukan 
peraturan kebijakan, ketiganya dapat di rumuskan menjadi satu Peraturan, 
                                                          
49 www.pajak.go.id diakses Selasa, 26 April 2016 Pukul 16:22 WITA 
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namun Pak Agus Sudaya sebagai Kepala Subbagian Hukum Pajak II dan 
Kepabenan, Biro Hukum Sekeretariat Jenderal pada Kantor Kementrian 
Keuangan kembali memberikan penjelasannya bahwa: 
“secara hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2015 29 , 91 
dan 83 dimungkinkan untuk disatukan, tapi dalam sisi kebijakan pemerintah 
dalam hal ini Menteri keuangan memandang pembagian itu dilakukan 
berdasarkan spasial perbedaan objek. Pemerintah punya pandangan lain 
yang di dukung oleh kajian yang telah dilakukan oleh Kementrian keuangan 
karena hal ini berbicara soal keadilan bagi Wajib pajak yang patuh”  
Kebijakan penghapusan sanksi merupakan salah satu program dari 
Direktur jenderal pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Tahun 
2015 telah dicanangkan sebagai tahun pembinaan wajib pajak yang  
dirumuskan dari awal tahun 2015 dan resmi dikeluarkan April 2015. Dalam 
tahun pembinaan wajib pajak ini, pemerintah berfokus untuk mengurangi 
saksi dan meningkatkan sistem administrasi pajak, selain itu untuk 
merangkul kembali wajib pajak yang telah lama tidak menyetorkan 
pajaknya. Pak Yogasmara sebagai Pelaksana KUP Direktorat Peraturan 
Perpajakan I Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak memberikan 
penjelasannya mengenai latar belakang di buatnya kebijakan penghapusan 
sanksi administrasi Berupa Bunga Pada hari selasa, tanggal 5 mei 2016 
Pukul 10:35 WIB , menjelaskan bahwa: 
“tahun 2015 adalah tahun pembinaan wajib pajak untuk mengurangi 
saksi dan menambah penerimaan. Tahun 2015 kemarin, Direktur Jenderal 
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pajak mengeluarkan beberapa fasilitas penghapusan sanksi dengan objek 
yang berbeda-beda. Tapi intinya tetap untuk penerimaan, dan 
meningkatkan data Data Base wajib pajak”  
Adapun wacana yang telah beredar tentang pengampunan pajak 
yang masih dalam rancangan Undang Undang masih menuggu untuk 
disahkan oleh pemerintah . Kebijakan tersebut juga termasuk kebijakan 
yang dibuka dengan tujuan menaikkan tingkat penerimaan kas negara.  
2. Pembenahan Data dan Pembinaan Wajib Pajak 
Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan 
No.29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa 
Bunga sebagai produk kebijakan pemerintah dibidang perpajakan, 
bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal ini wajib pajak 
pemohon. Dalam dataran konsep dan aplikasi kebijakannya, Peraturan 
Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 harus membawa nilai-nilai keadilan 
dalam setiap kebijakan pemerintah khususnya dibidang perpajakan.50  
Dalam konteks kebijakan penghapusan sanksi dapat dikatakan 
sebagai momentum terbaik bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang 
memiliki kesadaran, kejujuran, hasrat dan disiplin dalam pemenuhan 
kewajibannya51.Sedangkan bagi pemerintah, selain penerimaan negara 
penghapusan sanksi diharapkan menjadi pintu gerbang utama untuk 
memperoleh informasi yang akurat tentang data dari wajib pajak. 
                                                          
50 UU no 28 Tahun 2007 
51 R. Santoso Brottodiharjo, Op.cit hlm 67. 
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Administrasi perpajakan Indonesia masih mengalami masalah 
dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam pelaporan Surat 
Pemberitahuan Tahunan, Direktur penagihan Direktorat Jenderal Pajak 
masih menemukan banyaknya pajak kurang bayar. Oleh karena itu, sanksi 
yang seharusnya di kenakan kepada wajib pajak melalui kewenangan 
Direktur Jenderal Pajak di hapuskan demi upaya pengumpulan data wajib 
pajak aktif agar mau membayar pajaknya yang masih terutang. Selain itu, 
dalam tahun pembinaan wajib pajak 2015, seluruh elemen negeri ini, mulai 
dari Presiden, Parlemen, Kementrian/lembaga, penegak hukum, organisasi 
sosial masyarakat memainkan peran penting dalam mewujudkan 
kemandirian negara dalam bentuk kesadaran membayar pajak. 
3.Pelanggaran Dalam Perpajakan  
Sanksi administrasi yang timbul atas diterbitkannya Pasal 19 ayat (1) 
Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebabkan 
oleh adanya Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan yang pada saat jatuh tempo pembayaran 
tidak atau kurang bayar, maka akan dikenakan sanksi sebesar 2% 
perbulan. Sanksi administrasi pada Pasal 19 ayat (1) Undang Undang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dikarenakan kekhilafan 
wajib pajak menjadi dasar penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga 
yang disebutkan pada Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan dan telah menjadi kewenangan Direktur 
Jenderal Pajak. Penghapusan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak 
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tidak diberikan atau di hapuskan begitu saja, tetapi dilakukan beberapa 
kajian yang dirumuskan pokok-pokoknya pada Peraturan Menteri 
Keuangan No.29/PMK.03/2015 oleh Menteri keuangan.  
Dalam buku yang ditulis oleh Liberti pandiangan, ia menulis 37 
larangan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dan petugas pajak, 
diantaranya adalah: 52 
NO JENIS PELANGGARAN 
1. Tidak atau lupa mendaftar sebagai wajib pajak 
2. Tidak atau lupa melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai 
pengusaha kena pajak 
3. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau 
NPPKP 
4. Tidak atau lupa mendaftarkan tanah dan/atau bangunan 
5. Mengisi surat pemberitahuan dengan tidak benar, lengkap dan jelas 
6. Tidak atau terlambat menyampaikan surat pemberitahuan 
7. Surat pemberitahuan yang disampaikan tidak lengkap 
8. Ada data baru tetapi tidak membetulkan surat pemberitahuan 
9. Tidak menyelenggarakan pembukuan 
10. Tidak menyelenggrakan pencatatan 
11. Tidak menyimpan dokumen, berkas dan data 
12. Kesalahan dalam menentukan objek pajak 
13. Kesalahan dalam menentukan dasar pengenaan pajak 
14. Penerapan tarif pajak yang salah 
15. Menghitung pajak yang terutang dengan tidak benar 
                                                          
52 Liberti Pandiangan, 2010, 37 Larangan Perpajakan, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, hlm 1 
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16. Tidak memotong atau tidak memungut pajak 
17. Memotong atau memungut pajak yang tidak seharusnya 
18. Memotong atau memungut pajak tetapi tidak disetor 
19. Menerbitkan atau menggunakan bukti pemungutan atau 
pemotongan pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya 
20. Mengompensasikan selisih lebih pajak 
21. Tidak membuat atau salah dalam membuat faktur pajak 
22. Menerbitkan atau menggunakan faktur pajak fiktif 
23. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai 
pengusaha kena pajak 
24. Mengkreditkan pajak masukan yang tidak seharusnya.  
25. Menolak dilakukan pemeriksaan pajak 
26. Tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, atau 
dokumen saat pemeriksaan pajak 
27. Kurang membayar pajak 
28. Tidak atau terlambat membayar pajak 
29. Mengangsur atau menunda pembayaran pajak 
30. Kesalahan dalam mengisi surat setoran pajak 
31. Tidak melampirkan surat setoran pajak dalam surat pmberitahuan 
32. Terlambat mengajukan keberatan atau banding 
33. Tidak memberikan penjelasan atau pembuktian terkait pengajuan 
keberatan 
34. Penunjukan kuasa yang tidak memenuhi syarat untuk 
menjalankanhak dan kewajiban perpajakan 
35. Sebagai pihak terkait tidak memberikan keterangan atau bukti 
36. Menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan 
37. Alpa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. 
*Tabel 37 Jenis Pelanggaran Dalam Perpajakan 
88 
 
Pada poin 27 yaitu Kurang membayar pajak adalah salah satu 
pelanggaran yang penulis bahas dalam skripsi ini, sehingga penulis berfikir 
kesalahan wajib pajak tersebut bisa saja disengaja oleh wajib pajak dan 
dapat menyebabkan kerugian negara dan dikenai sanksi pidana. Oleh 
karena itu penulis melakukan wawancara kembali di bagian pelaksana KUP 
terkait permasalahan tersebut kepada Pak Yogasmara sebagai Pelaksana 
Seksi KUP Direktorat Perpajakan peraturan I Kantor Pusat Direktorat 
Jenderal Pajak  kembali memberikan pendapatnya  bahwa: 
“kami menganggap semua kesalahan wajib pajak adalah kekhilafan, 
oleh karena itu wajib pajak yang masih memiliki utang pajak akibat kurang 
bayar seharusnya memanfaatkan kebijakan dari Direktur Jenderal Pajak 
selama tahun 2015 lalu” 
Tahun wajib pajak memiliki makna yang cukup luas, namun tetap 
berfokus pada  penagihan pajak yang terutang dalam produk hukum. 
Dikarenakan wajib pajak dianggap banyak yang khilaf dalam menyetor 
pajaknya, maka dengan adanya fasilitas penghapusan sanksi Ini wajib 
pajak diharapkan makin terbina dalam kewajibannya menyetorkan pajak 
dan membantu negara dalam hal pengisian kas demi terwujudnya 
pembangunan nasional. Pada kebijakan penghapusan sanksi tahun 2015 
ini, badan diikut sertakan dalam subjek yang bisa melakukan permohonan 
penghapusan sanksi, berbeda dengan sunset policy pada tahun 2008 lalu. 
Menurut Pak Zufan Sekertaris Direktorat Peraturan Perpajakan I dalam 
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wawancaranya hari senin, 4 april 2016 Pukul 09:10 WIB menjelaskan  
bahwa :  
“ penghapusan sanksi administrasi yaitu Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 29 Tahun 2015 29 tahun 2015, Badan juga boleh 
memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi tersebut biar adil, tujuannya  
agar semua orang bisa merasakan kebijakan dari kami. Orang pribadi dan 
badan punya kontribusi terhadap penerimaan negara, bahkan badan 
memiliki kewajiban pajak yang lebih tinggi dari pada orang pribadi, jadi 
kenapa nggak mereka diikut sertakan..” 
Sepanjang Surat tagihan Pajak terbit sebelum 1 januari 2015, maka 
wajib pajak boleh mengajukan permohonan penghapusan sanksi dengan 
membayar utang pokok pajaknya terlebih dahulu.  
4.Prosedur Penindakan Wajib Pajak Tidak Patuh 
Membahas mengenai pajak, berarti membahas mengenai 
kewajiban. Seluruh masyarakat yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib 
pajak memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak sesuai peraturan 
perUndang Undangan. Dalam proses penegakan hukum, ada beberapa 
tahap untuk menghadapi wajib pajak yang “nakal” atau dengan kata lain 
tidak melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik.  
Adapun beberapa tahap yang di atur dalam Undang Undang yaitu : 
1. Penagihan pajak 
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung 
pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Adapun 
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dasar hukum penagihan pajak, yaitu pada Pasal 18 UU KUP, Pasal 
12 UU PBB dan Pasal 14 ayat (1) UU BPHTB. 
Tabel Alur dan Waktu Pelaksanaan  Penagihan Pajak 
No JENIS TINDAKAN ALASAN WAKTU 
PELAKSANAAN 
1 Penerbitan Surat 
teguran atau Surat 
peringatan atau Surat 
lain yang sejenis. 
(Pasal 8 s.d Pasal 11 
Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 29 
Tahun 2015-24/2008. 
Penanggung pajak 





Setelah 7 hari, sejak 
saat jatuh tempo 
pelunasan 
2 Penerbitan Surat 
pajak (Pasal 7 UU 
PPSP) dan Pasal 15 








utang pajaknya dan 
kepadanya telah 
diterbitkan Surat 
teguran atau surat 
peringatan atau 
surat lain yang 
sejenis 
Setelah lewat 21 hari 
sejak diterbitkannya 
Surat teguran atau 
surat peringatan atau 
surat lain yang sejenis 
3 Penerbitan surat 
perintah 
melaksanakan 








Setelah lewat 2x24 
jam surat paksa 
diberitahukan kepada 
panggung pajak 













Setelah lewat waktu 




barang sitaan (Pasal 













Setelah lewat waktu 





2. Penyitaan dan Lelang 
Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai 
barang Penaggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi 
utang pajak menurut praturan perundang undangan53.. Penyitaan 
bertujuan untuk memperoleh jaminan pelunasan piutang pajak dari 
panggung pajak. Barang yang apa disita adalah barang bergerak 
dan barang tidak bergerak juga barang lain yang memungkinkan 
adanya perluasan objek sita berupa hak lainnya54. 
Lelang adalah setiap penjualan barang Dimuka umum 
dengan cara penawaran harga secara lisan melalui usaha 
pengumpulan calon pembeli55  
TABEL CARA PEMBAYARAN UTANG PAJAK DAN BIAYA 
PENAGIHAN PAJAK ATAS BARANG YANG DIKECUALIKAN 
DARI PENJUALAN SECARA LELANG (PASAL 25 AYAT (3) UU 
PPSP 





1 Uang Disetor ke Kas 
Negara 
 
2 Deposito berjangka, 
tabungan, saldo 
rekening koran, 












3 Obligasi, saham, 
surat berharga lain 
yang 
Dijual di bursa efek Atas 
permintaan 
pejabat 
                                                          
53 Pasal 1 angka 14 UU PPSP 
54 penjelasan Pasal 14 ayat 91 UU PPSP 





4 Obligasi, saham, 




Dijual oleh pejabat  




















Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap 
penanggung pajak tertentu untuk bepergian keluar negeri yang 
merupakan salah satu tindakan penagihan aktif yang dilaksanakan 
secara sangat selektif dan hati-hati. (Pasal 1 angka 20 UU PPSP).  
4. Penyanderaan 
Penyanderaan dalam rangka penagihan pajak dengan Surat paksa 
merupakan salah satu upaya penagihan pajak yang wujudnya 
berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan. 
Penanggung pajak sementara waktu ditempatkan di rumah tahanan 
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negara, hal ini hampir sama dengan penahan tersangka pelaku 
tindak pidana56.  
5. Data Wajib Pajak Pemohon Penghapusan Sanksi 
 Berakhir program tahun pembinaan wajib pajak 2015 yang 
merupakan fasilitas yang diberikan Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib 
pajak berupa penghapusan sanksi administrasi. Tujuannya tak lain untuk 
meningkatkan kepatuhan dan menjaring wajib pajak yang selama ini belum 
masuk ke dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak. 
 Banyak wajib pajak yang antusias memanfaatkan kebijakan tersebut 
dan mau memperbaiki administrasi perpajakan mereka. Namun, tidak 
sedikit pula yang masih ragu dan membiarkan sanksi administrasi Berupa 
Bunganya bertumpuk. Adapun data Wajib pajak se-Indonesia yang 
dikabulkan permohonannya dalam program kerja Direktur Jenderal Pajak 
pada Tahun Pembinaan Wajib pajak 2015 lalu sesuai kewenangan pada 
Pasal 36 Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  
yaitu : 
NO JENIS PERMOHONAN WAJIB PAJAK SESUAI 




1. Pasal 36 (a) pengurangan atau penghapusan 
sanksi administrasi Berupa Bunga, denda, dan 
kenaikan yang terulang sesuai dengan 
ketentuan perUndang Undangan. 
83102  
2. Pasal 36 (b) pengurangan atau pembatalan surat 
ketetapan pajak yang tidak benar 
4774 
3. Pasal 36 (c) pengurangan atau pembatalan surat 
tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 yang tidak benar 
9084 
                                                          
56 penjelasan Pasal 33 ayat 91) UU PPSP  
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4. Pasal 36 (d) pembatalan hasil pemeriksaan 
pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil 
pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa : 1. 
Penyampaian surat pemberitahuan hasil 
pemeriksaan atau 2.pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan dengan wajib pajak.  
228 
5. Pengajuan Keberatan 12.550 
            *Tabel Data Oleh Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Informasi April 2016 
Adapula data Wajib pajak yang telah melakukan permohonan, tetapi 
belum di kabulkan karena berkas yang tidak lengkap dan telah melewati 
tahun 2015, yaitu : 
NO JENIS PERMOHONAN WAJIB PAJAK SESUAI 




1. Pasal 36 (a) pengurangan atau penghapusan 
sanksi administrasi Berupa Bunga, denda, dan 
kenaikan yang terulang sesuai dengan 
ketentuan perUndang Undangan. 
102 256 
2. Pasal 36 (b) pengurangan atau pembatalan surat 
ketetapan pajak yang tidak benar 
2092 
3. Pasal 36 (c) pengurangan atau pembatalan surat 
tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 yang tidak benar 
4092 
4. Pasal 36 (d) pembatalan hasil pemeriksaan 
pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil 
pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa : 1. 
Penyampaian surat pemberitahuan hasil 
pemeriksaan atau 2.pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan dengan wajib pajak.  
4092 
5. Pengajuan Keberatan 121 
            *Tabel Data Oleh Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Informasi April 2016 
D. Manfaat Penerimaan Pajak 
1.  Negara 
Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar peranannya, 
dengan tersedianya penerimaan pajak dalam APBN membuat tugas-tugas 
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pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai 
dengan rencana dan program yang telah dilakukan oleh setiap unit 
pemerintahan seperti departemen, kementrian, badan dan lembaga negara 
lainnya setiap tahun. Penerimaan pajak digunakan untuk penyedia barang-
barang dan jasa-jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.  
2. Manfaat Bagi Masyarakat 
Setiap pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat pada 
dasarnya tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung kepada 
pembayaran individual. Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan 
kepada seorang Pegawai Negeri Swasta (PNS) pada hari umat, 15 april 
2016 pukul 14:00 WITA, beliau mengatakan bahwa : 
“saya mau tidak mau harus membayar pajak, kadang saya bingung 
menyisihkan uang untuk membayar pajak, tetapi saya akan lebih bingung 
jika tidak ada pajak, maka tidak ada subsidi sekolah, kesehatan, dll “. 
Sebagian orang yang telah mengetahui fungsi pajak, akan mengerti 
kewajibannya untuk aktif menyetor pajaknya, tapi tidak sedikit pula orang 
yang masih enggan untuk membayar pajak. Seperti wawancara yang telah 
saya lakukan kepada orang-orang kelas menengah ke bawah yang 
berfikiran bahwa membayar pajak sama saja memberi makan penguasa.  
Namun, sesungguhnya dalam pembayaran pajak ada banyak 
manfaat dan fasilitas yang bisa di dapatkan oleh masyarakat, seperti 
fasilitas gedung sekolah,  gedung rumah sakit, puskesma, jalan raya, 
jembatan, dermaga, pengairan/sungai, alat-alat keamanan maupun 
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pertahanan, juga dana untuk menanggulangi korban bencana alam, seperti 
gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain demi berjalannya keadilan 



























Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka 
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1.  Kewenangan Menteri Keuangan dalam mengeluarkan kebijakan 
penghapusan sanksi administrasi berupa  bunga telah sesuai dengan 
amanat undang undang. Kewenangan Menteri Keuangan dalam 
mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Kewenangan Direktur 
Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administrasi adalah pelimpahan 
kewenangan atributif atas perintah undang undang atas dasar pengenaan 
sanksi administrasi Berupa Bunga pada Pasal 19 ayat (1) Undang Undang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan lalu dilanjutkan dengan 
kewenangan penghapusan sanksi oleh Direktur Jenderal Pajak pada Pasal 
36 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
yang ketentuan pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Menteri keuangan 
sesuai perintah pasal 36 ayat (2) Undang Undang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan dan ditegaskan kembali pada Pasal 35 ayat (5) 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2011 sehingga melahirkan 
produk hukum melalui kebijakan yang diatur oleh Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi 
Administrasi Berupa Bunga. Kemudian berdasarkan Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ/2013, Direktur Jenderal Pajak memberi 
mandat  kepada para pejabat di lingkungan kerjanya yaitu para Direktur, 
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Kepala Kantor Wilayah. Penghapusan sanksi ini diperuntukkan bagi wajib 
pajak yang khilaf, sehingga pemerintah menganggap semua wajib pajak 
khilaf. 
2. Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan 
Sanksi Administrasi Berupa Bunga pada tahun  2015, adalah salah satu 
instrumen pendukung program pemerintah pada tahun 2015  yaitu Tahun 
Pembinaan Wajib pajak. Latar belakang dari peraturan tersebut yaitu 
Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan Kementerian Keuangan 
bertujuan untuk mengingkatkan penerimaan negara dan mendorong 
masyarakat agar sadar dan taat pajak. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak 
juga memiliki tujuan agar para wajib pajak yang selama kurang lebih 5 (lima) 
tahun ini memiliki pajak yang kurang bayar atau utang pajak, agar seera 
melunasi kewajiban pajaknya. Dikarenakan devisa negara yang diperoleh 
dari sektor pajak dinilai masih rendah dibandingkan dengan jumlah wajib 
pajak karena rendahnya respons akibat ketidaktahuan wajib pajak. Oleh 
karena itu dalam tahun pembinaan wajib pajak tahun 2015 lalu, Direktorat 
Jenderal Pajak juga berfokus untuk memperbaiki sistem administrasi 
perpajakan dengan memperbaiki basis data dari wajib pajak.  
B.Saran  
Adapun saran yang penulis berikan dalam penulisan skripsi ini 
adalah : 
1. Menurut penjelasan UU No.6 tahun 1983, kegotongroyong merupakan 
ciri dan corak sistem pemungutan pajak Indonesia. Sistem self 
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assesment yang dianut hakikinya merupakan budaya gotong royong 
bangsa .Cara berhukum bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain. 
Penyelesaian hukum tidak selalu pada cara litigasi dan non irigasi. 
Penekanan pada pemberian kesadaran dan kepatuhan secara persuasif 
merupakan cara hukum sesuai kultur bangsa. Pungutan pajak harus 
disertai dengan pengabdian kepada rakyat dan kesejahteraan umum, 
sehingga menjelma menjadi keadilan. Kesejahteraan dan keadilan 
adalah dua hal berbeda namun tidak bisa dipisahkan, oleh karena itu 
norma hukum pajak semestinya berasal dari kenyataan sosial dalam 
masyarakat, sehingga masyarakat menjadi sadar akan kebutuhannya 
dan menjadi kultur hukum yang membawa kesadaran pajak menuju 
sukses penerimaan di tahun berikutnya. 
2. Data jumlah wajib pajak pemohon dari penghapusan sanksi administrasi 
Berupa Bunga sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 
yang berada di Kantor Wilayah seharusnya telah rampung terkumpul di 
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Data yang seharusnya sudah 
ada sejak awal tahun 2016, kenyataannya pada pertengahan tahun 2016 
masih belum dilaporkan oleh Kantor Wilayah. Hal yang demikian 
membuat tidak berjalan dengan baiknya administrasi yang seharusnya 
bisa disusun sejak awal agar bisa jadi tolak ukur berhasil tidaknya 
kebijakan tersebut.Oleh karena itu, koordinasi antara Kantor Pusat 
Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Wilayah Pajak di beberapa Provinsi 
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sebaiknya diperbaiki dan dimaksimalkan lebih baik lagi demi kelancaran 
sistem administrasi lembaga-lembaga yang terkait.  
3. Tahun pembinaan wajib pajak seharusnya tidak dilaksankan hanya 
dengan beberapa bulan. Menuju pelaksanaan tahun penegakan hukum 
perpajakan dan kebijakan atas tax amnesti memerlukan persiapan yang 
matang agar hasilnya maksimal. Tahun 2016 ini lebih tepat Direktur 
Jenderal Pajak melanjutkan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak 
dengan melakukan sosialisasi yang lebih intens kepada Wajib pajak, 
karena pendekatan kepada wajib pajak harus secara persuasif dan 
konsisten. 
4. Membuat Lembaga pemberdayaan Kesadaran Wajib pajak di seluruh 
Provinsi dengan mengajak Wajib pajak yang telah patuh membina Wajib 
pajak lainnya selama kurang labih dua tahun diawasi oleh pegawai pajak 
kantor wilayah dan diusahakan menyentuh seluruh lapisan masyarakat 
hingga pelosok desa. Selain itu program pembelajaran dan pembinaan 
pajak sejak dini yang di wacanakan oleh P2 Humas Kantor pajak Pusat 
segera dilaksanakan. Dengan penundaan itu diharapkan, Wajib pajak 
yang selama ini belum mematuhi aturan perpajakan menjadi lebih patuh 
dan tertib membayar pajak karena pemerintah telah memberikan 
pengampunan secara massal. Selain itu petugas juga bisa lebih 
membedakan wajib pajak yang sengaja dan khilaf dalam kewajiban 
perpajakannya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, 
karena pada dasarnya yang berhak menerima penghapusan atau 
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pengurangan sanksi adalah wajib pajak khilaf. Tidak lupa kepada wajib 
pajak yang patuh menyetorkan kewajiban pajaknya sesuai Pasal 17 
huruf C Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
seharusnya lebih di efektifkan, bukan hanya dipermudah dalam 
pengembalian pajaknya, tetapi juga diberikan hadiah untuk menjadi 








Adrian Sutedi. 2008.  Hukum Pajak & Retribusi Daerah. Sinar Grafika: 
Jakarta. 
 
____________2010. Hukum Keuangan Negara. Sinar Grafika. Jakarta. 
 
Aristanti Widyaningsih. 2015. Hukum Pajak dan Perpajakan.Alfabeta. 
Bandung. 
 
Bagir Manan.2000.Wewenang, provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam 
Rangka Otonomi Daerah. Fakultas Hukum Unpad: Bandung. 
 
Bohari. 2004. Pengantar Hukum Pajak. Rajawali Pers: Jakarta. 
   
Devano, Rahayu, dkk. 2006. Perpajakan:Konsep, Teori Dan Isu .Kencana: 
Jakarta.  
 
Dwikora Harjo. 2013.  Perpajakan Indonesia. Mitra Wacana Media: Jakarta. 
 
Guritno Mangkoesoebroto.1999. Ekonomi Publik. BPFE: Yogyakarta. 
Indroharto. 1993. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara. Pustaka Harapan: Jakarta. 
 
Kamal Hidjaz.2010.Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam 
Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi: 
Makassar. 
 
Liberti Pandiangan.2008.Moderenisasi & Reformasi Pelayanan 
Perpajakan.PT Alex Media Komputindo KOMPAS 
GRAMEDIA.Jakarta. 
_______________. 2010.Hindari Kesalahan Pajak, Rakyat Senang Jika 
Anda Patuh, 37 Larangan Perpajakan. PT Alex Madia Komputindo 
KOMPAS GRAMEDIA. Jakarta.  
 
Marbun S.F, dan Mahfud M.D. 1987. Pokok-pokok Hukum Administrasi 
Negara. Liberty: Yogyakarta. 
 
Mardiasmo. 2005.  Akuntansi Sektor Publik. Andi: Yogyakarta. 
 




Muhammad Djafar Saidi. 2007. Pembaharuan Hukum Pajak. Raja Grafindo 
Persada: Jakarta. 
 
M.Zain. 2007. Manajemen Perpajakan, Salemba empat: Jakarta.  
 
Nasution, Lukman Hakim. 2008. Pajak Pertambahan Nilai. Grasindo : 
Jakarta 
 
P.N.H.Simanjuntak. 2015. Hukum Perdata Indonesia.Kencana. Jakarta. 
 
Pipin Syarifin,2000 . Hukum Pemerintah Daerah, Pustaka Bani Quraisy: 
Jakarta. 
 
R.Santoso Brottodiharjo, 2003. Pengantar Ilmu Hukum Perpajakan, Refika 
Aditama: Bandung  
 
Ridwan HR,2011. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi.Rajawali Pers. 
Jakarta. 
 
Safri Numantu. 2005. Pengantar Perpajakan, Jakarta Granit : Jakarta. 
 
Soeroso . 1996. Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika: Jakarta. 
 
Sudarsono. 1994 .Aturan Bea Materai dan Kebijaksanaan Pajak. Rineka 
Cipta : Jakarta. 
 




Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
   
Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara perpajakan 
 
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 
Undang-Undang No. 42  Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
 
Peraturan Menteri Keuangan No 18 Tahun 2008 
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2015 
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2015  





Citra Ramadhani. 2011. Tinjauan Yuridis Kenaikan Tarif Psrkir di Kota 
Makassar Menurut SK. Walikota Makassar Nomor: 
977/030/Kep./I/2010 tantang Pengesahan Keputusan Direksi 
Perusahaan Daerah Parkir Makassar Nomor: 060/20-S. Kep. 
Dir/XI/2009. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
Makassar. 
 
Jafar Nurdin. 2014. Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan 
Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD Samsat Wilayah Maros. 
Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Makassar. 
 
Slamet Riyadi. 2009. Sunset Policy (Penghapusan Sanksi Pajak) Dalam 
Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Negeri 




(http://business-law/binus.ac.id/2015/12/190) diakses pada Selasa,15 
Desember. 2015 pukul 21.01 WITA. 
 
(http://pajak/artikel%20pajak%20iiiii2015/12/.html) diakses pada Kamis, 9 
Desember 2015 pukul 19.17 WITA. 
 
(http://pajak/artikel/Pajak%20lagi/tahun%20pembinaan%20pajak%20/201
5/12.html)   diakses pada Kamis, 11 Desember 2015 Pukul 15.35. 
 
http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum. 
Diakses pada Jumat, 25 maret  2016 Pukul 19.47 WITA 
CNN Indonesia/Adhi Wicaksono, Jakarta Kamis 29 Januari 2015, 
www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160226080043-78-113662, diakses 
pada selasa, 26 april 2016 pukul 15.30 WITA 
www.pajak.go.id diakses Selasa, 26 April 2016 Pukul 16:22 WITA 
https://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-
kewenangan-atribusi-delegasi-dan-mandat/ . Diakses Selasa, 17 Mei 
2016. Pukul 15:58 WITA 
 
